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KATA PENGANTAR 

 

 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP 

Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2025 merupakan 

bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari penggunaan anggaran yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini disusun sebagai media informasi publik 

atas capaian kinerja yang terukur dengan target dan realisasi yang jelas. Capaian kinerja disajikan 

melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil 

analisis pengukuran kinerja. 

 

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian perangkat 

daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis 

berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Capaian kinerja yang tervisualisasi dalam LKjIP ini 

akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan penyusunan kinerja tahun yang akan datang 

agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan. 

 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya LKjIP Dinas 

Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha dan Mikro Kota Magelang Tahun 2025. Semoga laporan 

ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kinerja pada tahun-tahun 

berikutnya, serta dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian 

dan Koperasi Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2025. 

 

 

 

 

Magelang,     Januari 2026 

KEPALA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN 

KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

KOTA MAGELANG 

 

 

SYAIFULLAH, S.Sos, Msi  

NIP. 19680403 199503 1 003 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

perjanjian kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang yang 

memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. 

Sasaran dan indikator kinerja sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Dinas 

Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026. Untuk mencapainya, 

ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan seperti telah 

dirumuskan dalam rencana strategis. Adapun realisasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai 

dengan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi 

dan Usaha Mikro sebagamana tabel berikut : 

 
Misi ke -2 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber  

daya manusia 

 

Tujuan : Meningkatnya daya beli masyarakat 

Indikator Kinerja : Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ( RPJMD ) 

Target 2025 : Rp.13.250.000,00 

Realisasi 2025 : Rp.13.175.000,00 

Tk.Capaian : 99,43 % ( sangat tinggi ) 

Sasaran : Pengendalian dan pengawasan Harga dan stok barang kebutuhan 

pokok dan barang penting 

Indikator : Persentase barang kebutuhan pokok dan barang Penting yang harga dan 

stoknya stabil 

Target : 85,50 % 

Realisasi : 86,96 %  

Tk.Capaian : 101,71 % ( sangat tinggi ) 

 

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemeritahan yang baik dan inovatif 

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

Indikator Kinerja : Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan OPD  

Target 2025 : 93,00% 

Realisasi 2025 : 91,43% 

Tk.Capaian : 98,31% ( sangat tinggi ) 

Sasaran : Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel 

Indikator : Nilai Sakip OPD 

Target : 85 

Realisasi : 90,15 (nilai th 2024, nilai 2025 belum keluar) 

Tk.Capaian : 106,06% ( sangat tinggi)
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Misi ke -4 : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis 

ekonomi kerakyatan 

Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan Indikator 

Kinerja 1 : Persentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan  

Target 2025 : 14,15% 

Realisasi 2025 : 13,97 % 

Tk. Capaian : 98,73% (sangat tinggi) 

Sasaran : Meningkatkan kinerja perdagangan daerah 

Indikator Kinerja 1 : Presentase pertumbuhan volume perdagangan daerah 

Target : 11,72% 

Realisasi : -4,53% 

Tk. Capaian : -38,65% (sangat rendah) 

Indikator Kinerja 2 : Persentase kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan 

Target 2025 : 16,55% 

Realisasi 2025 : 16,49% 

Tk. Capaian : 99,64% (sangat tinggi) 

Sasaran : Pertumbuhan nilai produksi IKM 

Indikator kinerja : Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM 

Target : 4,45%  

Realisasi : 4,28% 

Tk. Capaian : 96% (sangat tinggi) 

Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif an usaha mikro 

Indikator kinerja : Presentase pertumbuhan UMKM 

Target 2025 : 4,65% 

Realisasi 2025 : 2,90% 

Tk. Capaian : 62 % (rendah) 

Sasaran 1 : Pertumbuhan usaha koperasi 

Indikator kinerja : Peningkatan volume usaha koperasi 

Target : 45.000.000.000 

Realisasi : 259.628.670.311 

Tk. Capaian : 576,95% (sangat tinggi) 

Sasaran2  : Meningktkan daya saing usaha mikro 

Indikator kinerja :  Presentase usaha mikro yang meningkat kapasitasnya 

Target : 22,5% 

Realisasi : 24,93% 

Tk. Capaian : 111% (sangat tinggi) 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam 

memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam berbagai komponen yang merupakan satu 

kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan 

pelaporan kinerja. 

 Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan 

berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang selaras dengan 

muatan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis sesuai tugas dan kewenangan 

Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dengan indikator 

kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah di tetapkan dalam rencana 

strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan dengan hasil dan capaianya 

di laporkan secara rutin periodik dan berkala dalam satu dokumen yang di sebut dengan 

nama Laporan Kinerja Organisasi. 

 Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal 

terpenting di dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta adanya pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang 

dilakukan oleh suatu organisasi. 

 Dasar hukum pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis di tindaklanjuti dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 

tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 

2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sekaligus sebagai 

pengganti Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik 

dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja 

pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Ruang 

lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran 

kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. 

 Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, maka setiap 

perangkat daerah wajib melaksanakan SAKIP serta menyusun Laporannya. Penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, 

bertujuan untuk : 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang 

telah dan seharusnya dicapai. 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

 

Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program 

dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai Visi Misi instansi pemerintah 

secara terukur,dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. 

1.1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah 

 

Cascading merupakan strategi Pencapaian Hasil Kerja, dan merupakan 

pengejawantahan dari keselarasan Visi Misi Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah sampai dengan unit kerja di bawahnya, sesuai dengan kewenangannya. 

Cascading diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

Cascading digambarkan sebagai Pohon Kinerja yang merupakan penyelarasan sasaran 

strategis Pimpinan ke unit kerja dibawahnya. 

 

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab 

akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang 

diinginkan. Melalui pohon kinerja, Perangkat Daerah diharapkan dapat mengenali rute 

logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi dalam mencapai 

kinerja. 
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Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan 

bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah 

pada instansi pemerintah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja 

organisasi secara berjenjang. Penjenjangan Kinerja merupakan proses penjabaran dan 

penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit 

organisasi sampai dengan individu pegawai, yang berawal dari Visi Misi Kepala Daerah 

sampai dengan kinerja setiap individu pelaksana program, kegiatan, sampai dengan sub 

kegiatan. 

 

Visi Kota Magelang 2021 – 2026 adalah “ Maju , Sehat , Bahagia “ yang dijabarkan ke dalam 

5 misi yaitu : 

 

Misi  1 :  Mewujudkan  masyarakat  yang  religius, berbudaya, beradab, toleran 
 

Gambaran Cascading yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang berperan dalam mendukung upaya pencapaian 

Visi Kepala Daerah adalah sebagaimana tergambar dalam Cascading Kinerja sebagai  

berikut : 

 berlandaskan IMTAQ 

Misi 2  : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan 

  kualitas sumber daya manusia 

Misi 3  : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inovatif 

Misi 4  : Meningkatingkatan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM 

  berbasis ekonomi kerakyatan 

Misi 5  : Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas 

  tata ruang dan infrastruktur 
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Gambar 1. 1 Cascading Kinerja    Misi 2 
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Gambar 1. 3 CASCADING KINERJA BIDANG PERINDUSTRIAN, BIDANG PASAR, BIDANG PERDAGANGAN, DAN UPT 

METROLOLEGAL 

 

Gambar 1. 2 

Cascading Kinerja Perangkat Daerah Misi 2 
 

 

TUJUAN PD 

 

Meningkatnya Daya Beli masyara

  

 

 

INDIKATOR TUJUAN PD Pengeluaran per kapita yang disesuaikan 

 

 

 

SASARAN PD  Pengendalian dan pengawasan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting 

 

 

 

           INDIKATOR SASARAN PD Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harga dan stoknya stabil 

 

 

 

    PROGRAM  Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting 

 

 

                                  INDIKATOR PROGRAM  Persentase koefisen variasi harga antar waktu 

  

 

  

   PENANGGUNG JAWAB             BIDANG PERDAGANGAN 
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Gambar 1.3 

Cascading Kinerja Sasaran Pengendalian dan pengawasan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting 

 

PROGRAM Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, 

KINERJA PROGRAM Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harga dan stoknya stabil 

INDIKATOR PROGRAM Persentase koefisien variasi harga antar waktu 

KEGIATAN 
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar 

Kabupaten/Kota 

KINERJA KEGIATAN Tersedianya data harga barang pokok 

INDIKATOR KEGIATAN Persentase update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam 1 tahun 

SUB KEGIATAN 
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha 

Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 

KINERJA SUB KEGIATAN Tersedianya data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting 

INDIKATOR KINERJA SUB 

KEGIATAN 
Jumlah laporan pemantauan harga barang pokok 
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Gambar 1. 4 Cascading Kinerja Daerah Misi 4 
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Gambar 1. 5 

Cascading Kinerja Perangkat Daerah Misi 4 

( Bidang Industri , Bidang Perdagangan , Bidang Pasar dan UPT Metrologi ) 
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Gambar 1.6 

Cascading Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Ekonomi Unggulan ( Bidang Industri ) 
 

 

PROGRAM Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 

KINERJA PROGRAM Meningkatnya jumlah pelaku usaha industri kecil 

INDIKATOR PROGRAM Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah 

KEGIATAN Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 

KINERJA KEGIATAN Monitoring dan evaluasi Rencana pembangunan industri kota 

INDIKATOR KEGIATAN Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK 

SUB KEGIATAN 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pembangunan Sarana 

dan Prasarana Industri 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan 

Peran Serta Masyarakat 

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Industri 

KINERJA SUB 

KEGIATAN 

Tersediaya sarana dan prasarana 

untuk pengembangan dan kualitas 

pelaku usaha industri kecil 

Meningkatnya peran serta masyarakat 

dalam pengembanngan dan 

pemberdayaan pelaku usaha industri 

kecil 

Terpantaunya rencana pembangunan 

industri kota 

INDIKATOR KINERJA 

SUB KEGIATAN 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Industri 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Industri dan Peran 

Serta Masyarakat 

Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Industri 
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Gambar 1.7 

Cascading Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Ekonomi Unggulan ( Bidang Perdagangan dan UPT Metrologi ) 
 

PROGRAM Program Peningkatan Sarana Distribusi 

Perdagangan 

Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 

KINERJA 

PROGRAM 

Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi 

perdagangan yang sesuai standar 

Meningkatnya nilai ekspor non migas Meningkatkan perlindungan kepada konsumen 

INDIKATOR 

PROGRAM 

Persentase sarana distribusi perdagangan dalam 

kondisi baik 

Nilai ekspor (US$) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang 

berlaku 

KEGIATAN Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi 

perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya 

Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran 

Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor 

Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera 

Ulang, dan Pengawasan 

KINERJA 

KEGIATAN 

Meningkatnya kapasitas pengelola sarana 

distribusi 

perdagangan 

Meningkatnya nilai arus barang keluar daerah Meninkattnya alat UTTP bertanda tera sah 

INDIKATOR 

KEGIATAN 

Persentase pengelola sarana distribusi 

perdagangan yang meningkat kapasitasnya 

Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar 

daerah 

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam 

tahun berjalan 

SUB KEGIATAN Pembinaan dan 

Pengendalian Pengelola 

Sarana Distribusi 

Perdagangan 

Pemberdayaan 

Pengelola sarana 

Ditribusi Perdagangan 

Pembinaan dan 

Pengembangan Usaha 

Produk Ekspor Unggulan 

Kabupaten/Kota 

Pameran Dagang 

Lokal 

Pelaksanaan Metrologi 

Legal, Berupa Tera, Tera 

Ulang 

Pengawasan/Penyuluhan 

Metrologi Legal 

KINERJA 

SUB 

KEGIATAN 

Meningkatnya 

kepatuhan pengelola 

sarana distribusi 

terhadap ketentuan 

perundang-undangan 

Meningkatnya kapasitas 

pengelola sarana 

distribusi perdagangan 

Meningkatkan jumlah 

pelaku ekspor 

Meningkatkan omzet 

umkm yang difasilitasi 

pemasaran melalui 

pameran dagang 

lokal 

Meningkatnya alat UTTP 

yang bertanda tera sah 

Meningkatnya 

pengetahuan pelaku 

usaha ttg metrologi legal 

INDIKATOR 

KINERJA SUB 

KEGIATAN 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembinaan dan 

Pengendalian kepada 

Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan 

Jumlah Dokumen 

Hasil pemberdayaan 

kepada Pengelola 

Sarana Distribusi 

Perdagangan 

Jumlah pelaku berpotensi 

ekspor yang dilatih 

Jumlah pelaku usaha 

yang difasilitasi pemeran 

dagang lokal 

Jumlah alat UTTP yang 

ditera / tera ulang 

Jumlah pelaku usaha 

yang mengikuti 

sosialisasi metrologi 

legal 
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Gambar 1.8 

Cascading Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Ekonomi Unggulan ( Bidang Pasar ) 

 

PROGRAM Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 

KINERJA PROGRAM Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang sesuai standar 

INDIKATOR PROGRAM Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik 

KEGIATAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 

KINERJA KEGIATAN 
Tersedianya sarana dan prasarana di pasar rakyat sesuai standart 

INDIKATOR KEGIATAN 
Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 

SUB KEGIATAN Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdagangan 

KINERJA SUB 

KEGIATAN 
Tersedianya sarana dan prasarana di pasar rakyat Terpeliharanya sarana dan prasarana di pasar rakyat 

INDIKATOR KINERJA 

SUB KEGIATAN 

Jumlah sarana dan prasarana pasar rakyat yang 

disediakan 

Jumlah sarana dan prasarana di pasar rakyat yang 

dipelihara 
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Gambar 1. 9 

Cascading Kinerja Perangkat Daerah Misi 4 

( Bidang Koperasi dan Usaha Mikro 
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Menigkatnya pertumbuhan industri kreatif dan us

Gambar 1. 10 
Cascading Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro dan Sasaran Pertumbuhan Usaha Koperasi 

 

PROGRAM 
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, 

Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM 

Program Pengawasan dan Pemeriksaan 

Koperasi 

Program Pendidikan dan Latihan 

Perkoperasian 

KINERJA 

PROGRAM 

Meningkatnya kapasitas pelaku usaha 

mikro (SDM, Kewirausahaan dan legalitas 

usaha) 

Meningkatnya koperasi sehat 
Meningkatnya kapasitas SDM Pengelola 

koperasi 

INDIKATOR 

PROGRAM 

Persentase wirausaha pemula yang 

diberdayakan 

Persentase koperasi aktif yang patuh 

terhadap perundang-undangan 

Persentase SDM pengelola koperasi 

yang meningkat kapasitasnya 

KEGIATAN 

Pemberdayaan Usaha Mikro yang 

Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, 

Kemudahan Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan 

Pemeriksaan dan Pengawasan 

Koperasi, Koperasi Simpan 

Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 

yang Wilayah 

Keanggotaannya dalam Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 

Bagi Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

KINERJA 

KEGIATAN 

Menimgkatkan kelembagaan pelaku usaha 

mikro 

Meningkatkan koperasi sehat dan 

patuh terhadap undang undang 

Meningkatkan managemen pengelolaan 

koperasi 

INDIKATOR 

KEGIATAN 

Persentase pelaku usaha mikro yang 

memiliki izin/legalitas usah 

Persentase koperasi . KSP , USP 

koperasi yan mendapat pemeriksaan 

dan pengawasan 

Prosentase koperasi yang telah 

mengikuti pelatihan perkoperasian 

untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam kab/kota 
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SUB 

KEGIATAN 

Pemberdayaan 

Kelembagaan Potensi 

dan Pengembangan 

Usaha Mikro 

Peningkatan 

Pemahaman dan 

Pengetahuan Usaha 

Mikro serta Kapasitas 

dan Kompetensi 

SDM Usaha Mikro 

dan Kewirausahaan 

 

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan 

Pengawasan Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaannya Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Pemahaman dan 

Pengetahuan Perkoperasian serta 

Kapasitas dan Kompetensi SDM 

Koperasi 

KINERJA SUB 

KEGIATAN 

Meningkat 

managemen 

pengelolaan usaha 

miko 

Meningkatkan SDM 

pelaku usaha mikro 

Meningkatkan koperasi yang patuh 

terhadap undang undang 

Meningkatkan kapaitas SDM pengelola 

koperasi 

INDIKATOR 

KINERJA 

SUB 

KEGIATAN 

Jumlah Unit Usaha 

yang Telah 

Menerima 

Pembinaan dan 

Pendampingan 

Terhadap Usaha 

Mikro 

Jumlah SDM yang 

Memahami 

Pengetahuan Usaha 

Mikro dan 

Kewirausahaan 

Jumlah Koperasi yang telah dilakukan 

Pemeriksaan dan Pengawasan 

Jumlah SDM yang Memahami 

Pengetahuan perkoperasian 

Persentase koperasi aktif 

yang taat dan patuh 

terhadap p koerasi yang 

menimgkat 

kapasitasnya 
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1.2 Mandat Kinerja dan Peta Proses Bisnis 

1.2.1 Mandat Kinerja 

 

Mandat kinerja adalah pelimpahan tugas atau kewenangan dari pihak yang lebih tinggi kepada 

pihak yang lebih rendah. Mandat dalam kinerja dapat berupa mandat capaian kinerja. Adapun 

mandat kinerja Dinas Perdagangan , Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 1.11   Mandat Kinerja Misi 2 

 

 

Gambar 1.12 Mandat   Kinerja Misi 3 

 

Misi 2 Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia 

Tujuan Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusiaa 

Sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat 

Progarm Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting 

 

 

 

Tujuan Terwujudnya birokrasi yang responsif , akuntabel dan inovatif 

Sasaran Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel 

Progarm Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota 
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Gambar 1.13 

Mandat Kinerja Misi 4 

 

 

1.2.2 Peta Proses Bisnis 

 

Untuk mempermudah komunikasi dengan pihak internal dan eksternal,  memudahkan 

identifikasi potensi masalah dan perbaikan, memastikan standar pelaksanaan pekerjaan, 

membantu mempertahankan kualitas pekerjaan, membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

birokrasi, maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro perlu menyusun 

peta proses bisnis. Peta proses bisnis perangkat daerah adalah diagram yang menggambarkan 

hubungan kerja antar unit organisasi dalam perangkat daerah. Peta ini dibuat untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kerja dengan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas pada 

setiap instansi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi 

Dengan kata lain, Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah merupakan keseluruhan rangkaian 

alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunannya 

dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis 

untuk mencapainya. 

Tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif 
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Gambar 1.14 Peta Proses Bisnis 

 

 



LKJIP 2025 DPPKUM KOTA MAGELANG 25 
 

1.3 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan 

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2023. Tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan 

Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan 

Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, serta pengelolaan pasar yang 

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, 

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi 

dan Usaha Mikro mempunyai fungsi: 

 

1. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil 

dan menengah serta pengelolaan pasar 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha 

kecil dan menengah serta pengelolaan pasar 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, 

koperasi usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar 

4. Pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, 

Koperasi dan Usaha Mikro; 

5. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

 

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Dinas Perdagangan,Perindustrian, Koperasi dan Usaha 

Mikro dibagi habis kedalam jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan 

Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Standart Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, serta Peraturan 

Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, maka tugas dan fungsi 

diselaraskan dan dilaksanakan oleh pelaksana dengan komposisi sebagai berikut : 
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Gambar 1.15 

Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan 

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro 

No Jabatan Struktural Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional 

1 Kepala Dinas   

2 Sekretaris   

 Kepala Sub Bagian Program Penelaah Teknis Kebijakan Nihil 

 Kepala Sub Bagian Keuangan Penelaah Teknis Kebijakan Nihil 

  Pengadministrasi Perkantoran Nihil 

 Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

Pengadministrasi Perkantoran Nihil 

  Pengelola Layanan Operasional Nihil 

   Arsiparis Terampil 

3 Kepala Bidang Perdagangan Pengadministrasi Perkantoran Analis Perdagangan 

ahli muda 

4 Kepala Bidang Pasar Pengolah data dan informasi Analis Perdagangan ahli muda 

  Pengadministrasi Perkantoran  

5 Kepala Bidang Perindustrian Nihil Penyuluh Perindustrian Ahli 

Muda 

   Penyuluh Perindustrian dan 

Perdagangan 

Pertama 

6 Kepala Bidang Koperasi dan Usaha 

Mikro 

Nihil Pengawas Koperasi Ahli 

Muda 

   Pengawas Koperasi 

Ahli Pertama 

   Pengembang kewirausahaan 

pertama  

7 Kepala UPT Metrologi Legal  Pengamat Tera 

Penyelia 

 Ka.Sub Bag TU UPT Metrologi Pengadministrasi Perkantoran Pengamat Tera Penyelia 

  Pengelola Layanan Operasional Pengawas 

Kemetrologian Ahli 

Pertama/Pengawas 

Perdagangan Pertama 

   Penera Mahir 

   Penera Ahli Muda 

   Penera pertama 

8 Kepala UPT Pasar   

 Ka. Sub Bag TU UPT Pasar Pengadministrasi Perkantoran  

  Operator Layanan Operasional  
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Bagan struktur organisasi DPPKUM sebagai berikut 

 
Gambar 1.16 

Bagan Struktur Organisasi 

 

 

1.3.1 Isu – Isu Strategis 

 

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di 

kedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang 

signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, 

berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan 

datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang akan 

ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan pemetaan permasalahan
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pokok sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota 

Magelang periode 2021-2026 adalah sebagai berikut: 

a. Revitalisasi pasar tradisional menuju pasar yang memiliki universal design dan ber SNI agar dapat 

bersaing dengan pasar modern  

b. Peningkatan kemampuan manajerial SDM pengelola pasar tradisional  

c. Promosi pasar tradisional semakin digiatkan diberbagai media dan event tertentu dan lebih 

ditingkatkan efektivitasnya  

d. Pengadaan lahan untuk shelter sebagai tempat usaha bagi pedagang kaki lima untuk mendukung 

tampilan kota yang bersih dan indah 

e. Peningkatan SDM pelaku umkm dan ikm  

f. Promosi dan pemasaran umkm lebih diintensifkan dan diperluas  

g. Peningkatan SDM pengelola koperasi menuju modernisasi koperasi  

h. Pengelolaan informasi industri lebih ditingkatkan i. Peningkatan pemasaran dengan memanfaatkan 

teknologi informasi  

j. Penyediaan sarana dan prasarana untuk promosi produk umkm / ikm (ruang pamer)  

k. Fasilitasi rekayasa pemanfaatan teknologi tepat guna  

l. Masih sedikitnya umkm / ikm yang berorientasi ke pasar global (ekspor) 

 

 

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 

 

Dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2025 

sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 1. 1 

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 
 

 

 

No 

 

 

Jabatan 

Formasi                                             Pegawai yang ada 
Jenis Kelamin 

 

Jml 

Kualifikasi  

 

 

Jml 

Kualifikasi  

 

              

              L 
 

P 
S3 S2 S1/ D4 D3 D1 SMA/ SMK S3 S2 S1/ D4 D3 D1 SMA/ SMK 

S M P 

1 Kepala Dinas 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

2 Sekretaris 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Ka.Sub Bag Program 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Jabatan 

Fungsional 

6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Pelaksana 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

P3K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ka.Sub Bag Keuangan 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Jabatan Fungsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pelaksana 4 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

P3K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ka.Sub Bag Umum dan 

Kepegawaian 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Jabatan Fungsional 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pelaksana 19 0 0 1 2 0 16 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

P3K 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

3 Kepala Bidang Perdagangan 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Jabatan Fungsional 6 0 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
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Pelaksana 6 0 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

P3K 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

4 Kepala Bidang Perindustrian 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Jabatan Fungsional 8 0 0 8 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 1 2 

Pelaksana 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P3K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Kepala Bidang Pasar 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Jabatan Fungsional 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 

Pelaksana 7 0 0 3 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 

 

P3K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Kepala Bidang Koperasi dan 

Usaha Mikro 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 

Jabatan Fungsional 7 0 0 7 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

 

Pelaksana 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

P3K 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 2 2 

 

Ka.UPT 

Metrologi Legal 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 

Ka.Sub Bag TU UPT 

Metrologi legal 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 

Jabatan Fungsional 16 0 0 9 6 0 1 4 0 0 1 2 0 1 0 1 3 

 

Pelaksana 3 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

 

P3K 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 
 

Ka.UPT 

Pasar Rejowinangun 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 

Ka.Sub Bag TU UPT 

Metrologi Legal 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 

Jabatan Fungsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pelaksana 34 0 0 0 0 0 34 3 0 0 1 0 0 2 0 3 0 
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P3K 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

 

Ka.UPT 

Pasar Gotong Royong 
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 

Ka.Sub Bag TU UPT 
Metrologi Legal 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 

Jabatan Fungsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pelaksana 33 0 0 0 0 0 33 4 0 0 0 0 0 2 2 4 0 

 

P3K 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 

 
 

Ka.UPT 

pasar Cacaban Kebonpolo 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 

Ka.Sub Bag TU UPT 

pasar cacaban Kebonpolo 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 

Jabatan Fungsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pelaksana 31 0 0 0 0 0 31 3 0 0 1 0 0 2 0 3 0 

 

P3K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Ka.UPT 

pasar Sidomukti 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 

Ka.Sub Bag TU UPT 

pasar Sidomukti 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 

Jabatan 

Fungsional 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pelaksana 9 0 0 0 0 0 9 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 

 

P3K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

JUMLAH 228 0 0 70 29 0 129 62 0 10 29 4 0 17 2 46 16 
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Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas di Dinas Perdagangan, Perindustrian, 

Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1. 2 

Sarana dan Prasarana 

 
NO KLASIFIKASI JUMLAH BARANG NILAI ASET (DLM Rp) 
1 

TANAH 11       36.450.455.200  

 
TANAH 11       36.450.455.200  

2 
PERALATAN DAN MESIN 2.773       16.658.982.316  

 ALAT BESAR 16            985.545.490  

 ALAT ANGKUTAN 246         6.284.387.393  

 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 63         1.587.133.836  

 ALAT PERTANIAN 87            186.874.134  

 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 2.052         5.404.417.375  

 ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 52            205.470.580  

 ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN 25               30.778.666  

 ALAT LABORATORIUM 9            577.950.000  

 ALAT KOMPUTER 223         1.396.424.842  

3 
GEDUNG DAN BANGUNAN 77    110.350.420.326  

 BANGUNAN GEDUNG 68    109.229.375.655  

 TUGU TITIK KONTROL/PASTI 9         1.121.044.671  

4 
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 66       10.558.323.179  

 JALAN DAN JEMBATAN 4         1.397.259.020  

 BANGUNAN AIR 13         2.670.814.799  

 INSTALASI 22         5.796.664.401  

 JARINGAN 27            693.584.959  

5 
ASET TETAP LAINNYA 139               50.575.294  

 BAHAN PERPUSTAKAAN 13                 3.010.000  

 BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH 
RAGA 

118               41.965.294  

 TANAMAN 8                 5.600.000  
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Pada Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Magelang melaksanakan 9 (sembilan) Program 14(empat belas) kegiatan 40 (empat puluh) sub 

kegiatan dengan total anggaran sebagai berikut : 

Tabel 1. 3 

Anggaran Tahun 2025 
 

 

 

Kode Rek 

 

 

URAIAN 

JUMLAH ANGGARAN 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

(Rp) 

SETELAH 

PERUBAHAN 

(Rp) 

BERTAMBAH/ 

BERKURANG 

(Rp) 

4 

 

1  PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 

2.528.404.000 2.036.154.800 -492.249.200 

4 1 2 Retribusi Daerah 2.528.404.000 2.036.154.800 -492.249.200 

       

5 1  BELANJA OPERASI 19.112.745.584 20.448.059.969 1.335.314.385 

5 1 1 Belanja Pegawai 10.012.445.358 10.179.990.890 722.701.912 

5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.300.226 10.268.069.079 68.875.440 

       

5 2  BELANJA MODAL 304.145.30 295.015.219 -9.130.101 

5 2 02 Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 

38.032.956 14.050.380 -23.982.576 

5 2 03 Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 

100.100.300 114.952.775 14.852.475 

5 2 04 Belanja modal jalan, jaringan 

dan irigasi 

166.012.064 166.012.064 0 
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1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 

 

Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kota Magelang Nomor 700.1.2.1/004.B/600 

tanggal 14 April 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP) telah dilakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang tahun 2024 bahwa 

tidak ada saran/rekomendasi untuk ditindak lanjuti pada tahun 2025 karena hasil evaluasi 

memperoleh nilai sangat memuaskan yang artinya  telah   terwujud Good Governance.
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 

 

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau  implementasi  visi  dan misi dalam bentuk 

yang lebih terarah dan operasional untuk kurun  waktu  1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. 

Visi Walikota Kota Magelang yaitu Magelang Maju Sehat dan Bahagia.  Dalam rangka mencapai 

visi yang telah ditetapkan, DPPKUM Kota Magelang mengampu Misi ke - 4 yakni Meningkatkan 

Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan. 

Sasaran Strategis mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak 

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun sebagaimana tertuang di dalam Renstra 

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2021 – 2026 

adalah sebagaimana dalam Tabel 2.1. 
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Tabel 2. 1 

Sasaran Strategis Perangkat Daerah ( Renstra ) 

Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang 

Tahun 2021 - 2026 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 

Baseline Target Tahunan Target 

Akhir 

Renstra 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Misi ke -2 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

Tujuan 1 : Meningkatnya 

daya beli masyarakat 

Pengeluaran perkapita 

yang disesuaikan (RPJMD) 
                

  

Pengendalian dan 

pengawasan Harga 

dan stok barang 

kebutuhan pokok dan 

barang penting 

Persentase barang 

kebutuhan pokok dan 

barang penting yang harga 

dan stoknya 

% 65,57 65,57 65,57 65,57 85,5 86 86 

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemeritahan yang baik dan inovatif 

Tujuan 2 : 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik 

Persentase tingkat 

kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan OPD 

                

  

Menciptakan 

birokrasi yang bersih 

dan akuntabel 

Nilai Sakip OPD nilai 75 78 80 82 85 87 87  

Misi ke -4 : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan  

Indikator 1 :                 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 

Baseline Target Tahunan Target 

Akhir 

Renstra 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tujuan 3 : Meningkatnya 

kontribusi sector 

ekonomi unggulan 

Persentase kontribusi 

PDRB Sektor Perdagangan 

(RPJMD) 

 

 

  
Meningkatkan kinerja 

perdagangan daerah 

Persentase pertumbuhan 

volume perdagangan 

daerah (Renstra) 

% -19,98 10,00 11,36 11,43 11,72 12,13 12,13  

   

Indikator 2: 

Persentase kontribusi 

PDRB Sektor industri 

pengolahan (RPJMD) 

        

  

 

 

  
Pertumbuhan nilai 

produksi IKM 

Prosentase pertumbuhan 

nilai produksi IKM 

(Renstra) 

% 3,20 3,30 3,40 3,50 4,45 4,50 4,00 
 

 

Tujuan  4 : 

Meningkatnya 

pertumbuhan industri 

kreatif dan usaha mikro 

Persentase pertumbuhan 

UMKM 
                 

  
Pertumbuhan usaha 

koperasi 

Peningkatan volume usaha 

koperasi 
Rp 41.227.671.003 41.928.541.411 42.895.483.280 43.939.758.280 44,065,748,585 45,278,072,095 45,278,072,095 

 
 

  
Meningkatkan daya 

saing usaha mikro 

Persentase usaha mikro 

yang meningkat 

kapasitasnya 

% 3,50 3,57 3,92 4,21 4,62 4,73 4,73 %  
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2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 

 

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan 

daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau 

langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam 

pengembangan strategi yang baik perlu penggunaan beberapa prinsip antara lain: 

 

1. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang; 

2. Didasarkan pada capaian kinerja pembangunan; 

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal 

Pemerintah Daerah, dan 

4. Terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau 

skenario strategi.  

 

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan 

strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan 

serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan 

dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya upaya nyata 

dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir 

atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu 

strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan 

pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih 

optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah 

dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih 

dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul 

selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman 

untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran pembangunan. Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka 

menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2. 2 

Strategi dan Arah Kebijakan 
 

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1. Meningkatkan kinerja 

perdagangan daerah 

1. Perbaikan pasar tradisional; 

2. Penataan pedagang kaki lima 

3. Meningkatkan kualitas 

4. Peningkatan nilai ekspor 

1. Peningkatan sarana dan prasarana di pasar tradisional;  

2. Pembangunan dan atau Rehab shelter PKL;  

3. Optimalisasi pran BPSK; 

4. Promosi dengan pemanfaatan TI; 

5. Memperkuat jejaring dengan para pelaku usaha ekspor 

2. Meningkatkan 

pemberdayaan industry 

melalui peningkatan nilai 

tambah produk IKM 

1. Penyediaan sarana promosi produk IKM; 

2. Peningkatan SDM pelaku usaha IKM; 

3. Pemenuhan legalitas usaha dan mutu produk; 

4. Pemenuhan ketersediaan informasi industri 

lengkap dan terkini; 

5. Pengembangan sentra industri kecil 

1. Pembangunan ruang  pamer; 

2. Pelatihan pelaku usaha;  

3. Fasilitasi pengurusan standarisasi mutu produk dan perijinan usaha; 

4. Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan pada sentra IKM; 

5. Pemasaran produk secara online. 

3. Pengendalian dan 

pengawasan Harga dan stok 

barang kebutuhan pokok 

dan barang penting 

1. Monitoring fluktuasi harga 

2. Pemenuhan informasi harga barang kebutuhan 

pokok 

1. Penyediaan sarana dan prasarana untuk  update harga barang kebutuhan 

pokok penting; 

2. Peningkatan SDM pengelola informasi harga 

4. Pertumbuhan usaha 

koperasi 

Modernisasi dan peningkatan kualitas koperasi 1. Peningkatan SDM pengelola koperasi dan umkm; 

2. Fasilitasi pengurusan legalitas usaha koperasi dan umkm; 

3. Fasilitasi kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha perdagangan/toko 

modern; 

4. Pemanfaatan  teknologi informasi untuk pemasaran 

5. Meningkatkan daya saing 

usaha mikro 

1. Peningkatan kualitas UMKM; 

2. Peningkatan legalitas usaha dan mutu produk 

UMKM dan koperasi 
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2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 

 

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya Tujaun dan 

Sasaran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2025 maupun 

program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel 2.3: 
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Tabel 2.3 

Dukungan Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan  

Pada Pencapaian Sasaran Tahun 2025 

 

 
Tujuan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Pagu Anggaran 2025 (Rp) 

 Sasaran Sebelum Perubahan  

(Rp)  

Sesudah Perubahan  

(Rp) 

Bertambah / 

(Berkurang) 

Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro    

 Pertumbuhan usaha koperasi        865,893,320        858,405,960        7,487,360  

  PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI          30,699,200          21,773,500   ( 8.925.700 )  

   Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 

yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 

 30.699.200  21.773.500   ( 8.925.700 )  

    Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah 

Kabupaten/Kota 

 30.699.200   21.773.500   ( 8.925.700 )  

  PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN          38,301,400          26,013,600   ( 12.287.800 )  

   Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

 38.301.400   26.013.600   ( 12.287.800 )  

    Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi  SDM 

Koperasi 

 38.301.400   26.013.600   ( 12.287.800 )  

 Meningkatkan daya saing usaha    

  PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA  MIKRO 

(UMKM) 

       796,892,720        810,618,860   13.726.140  

   Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan 

Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 

 796.892.720   810.618.860   13.726.140  

    Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro   351.689.120   485.045.760   133.356.640  

    Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan 

Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 

 445.203.600   325.573.100   (119.630.500)  
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Tujuan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Pagu Anggaran 2025 (Rp) 

 Sasaran Sebelum Perubahan  

(Rp)  

Sesudah Perubahan  

(Rp) 
Bertambah / 

(Berkurang) 

Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan    

 Meningkatkan kinerja perdagangan daerah     6,722,240,887     7,978,880,440  1,256,639,553 

  PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN     4,771,334,032        5,872,104,748   1.100.770.716  

   Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  3.287.607.425   3.721.398.097   433.790.672  

    Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan  336.449.244   336.449.244   Rp0,00  

    Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  2.951.158.181   3.384.948.853   433.790.672  

   Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya  1.483.726.607   2.150.706.651   666.980.044  

    Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   1.358.480.107   1.831.521.351   473.041.244  

    Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  125.246.500   319.185.300   193.938.800  

  PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR        438,165,746          461,975,278   23.809.532  

   Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor 

Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

 438.165.746   461.975.278   23.809.532  

    Pameran Dagang Lokal  438.165.746   461.975.278   23.809.532  

  PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN        168,798,620          156,002,264   (12.796.356)  

  Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan  168.798.620   156.002.264   (12.796.356)  

    Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang  125.847.020   123.074.164   ( 2.772.856)  

    Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal  42.951.600   32.928.100   (10.023.500)  

 Pertumbuhan nilai produksi IKM  1,343,942,489 1,488,798,150 144,855,661 

  PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI     1,343,942,489   1.488.798.150   144.855.661  

  Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota  1.343.942.489   1.488.798.150   144.855.661  

    Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri  530.571.485   670.405.155   139.833.670  

    Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  778.498.404   792.218.995   13.720.591  
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Tujuan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Pagu Anggaran 2025 (Rp) 

 Sasaran Sebelum Perubahan  

(Rp)  

Sesudah Perubahan  

(Rp) 
Bertambah / 

(Berkurang) 

    Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri  34.872.600   26.174.000   (8.698.600)  

Meningkatnya daya beli masyarakat    

 Pengendalian dan pengawasan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang           89,655,700          98,873,000      9,217,300  

  PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING  89.655.700   98.873.000   9.217.300  

   Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar 

Kabupaten/Kota 

 89.655.700   98.873.000   9.217.300  

    Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang 

Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 

           89,655,700   98.873.000   9.217.300  

Terwujudnya birokrasi yang responsive, akuntabel dan inovatif    

 Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel    

  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   11,739,100,997   11,806,915,788             67,814,791  

   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14673900         10,661,700   (4.012.200 )  

    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  7.363.000   5.391.200   (1.971.800)  

    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD               670.500   451.600,                (218.900) 

    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD               627.600                427.300                (200.300) 

    Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD               706.400                486.400                (220.000) 

    Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD              763.200                546.200              (217.000) 

    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  4.543.200   3.359.000   (1.184.200)  

  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   10,064,208,926   10,239,722,327  Rp175.513.401 

    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  10.004.228.046   10.173.373.387  Rp169.145.341  

    Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  4.586.200  3.429.600 ( Rp1.156.600)  

    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  2.452.400  1.839.300  ( Rp 613.100)  
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Tujuan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Pagu Anggaran 2025 (Rp) 

 Sasaran Sebelum Perubahan  

(Rp)  

Sesudah Perubahan  

(Rp) 
Bertambah / 

(Berkurang) 

    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  52.942.280  Rp 61.080.040  Rp 8.137.760  

  Administrasi Umum Perangkat Daerah        166,129,680        102,397,180  ( 63.732.500)  

    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.153.080 4.153.080  Rp 0,00  

    Penyediaan Bahan Logistik Kantor  16.450.400   16.450.400  Rp0,00  

    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.501.700   8.542.200  (2.959.500)  

    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan  900.000   900.000   Rp0,00  

    Penyediaan Bahan/Material  12.002.500    12.002.500   Rp0,00  

    Fasilitasi Kunjungan Tamu  6.110.000   3.000.000  (3.110.000)  

    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  115.012.000   57.349.000   ( 57.663.000)  

  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    779,647,654       854,245,544   74.597.890,00  

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat  3.512.000    3.118.500   (393.500)  

    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  528.341.184   528.341.184  Rp0,00  

    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  247.794.470   322.785.860   74.991.390  

  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 714,440,837  599,889,037  ( 14.551.800)  

    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

 123.302.650   97.951.000   (25.351.650)  

    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan 

 388.683.600   306.983.450   (81.700.150)  

    Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  18.545.000   18.545.000  Rp0,00  

    Pemeliharaan Aset Tak Berwujud  30.000.000    22.500.000   (7.500.000)  

    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  153.909.587  153.909.587   Rp0,00  
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2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat 

Daerah Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang merupakan 

pernyataan komitmen Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro 

kepada Walikota Magelang mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. 

Dasar pengukuran kinerja yang dipergunakan pada tahun 2025 adalah Perjanjian Kinerja 

yang telah disempurnakan dengan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Target Kinerja yang 

telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi 

dan Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.4: 

 

Tabel II. 4  

Perjanjian Kinerja Kepala  

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro 

Tahun 2025 
 

No 
Tujuan dan Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan Target 

1 Meningkatnya daya beli 

masyarakat 

Pengeluaran perkapita yang 

disesuaikan 

Rupiah 13.250.000,- 

2 Pengendalian & pengawasan 

harga & stok barang kebutuhan 

pokok dan barang penting 

Persentase barang kebutuhan 

pokok dan barang penting yang 

harga dan stoknya stabil 

% 85,5% 

3 Meningkatnyan kontribusi 

sektor ekonomi unggulan 

Persentase kontribusiPDRB 

sektor perdagangan 

% 14,15% 

Persentase kontribusi PDRB 
sektor industri pengolahan 

% 16,55% 

4 Meningkatnya pemberdayaan 

industri melalui peningkatan 

nilai tambahan produk IKM 

Persentase pertumbuhan nilai 

produksi IKM 

% 4,45 % 

5 Meningkatnya kinerja 

perdagangan daerah 

Persentase pertumbuhan volume 

perdagangan daerah 

% 11,72% 

6 Meningkatnya pertumbuhan 

industri kreatif dan usaha mikro 

Persentase pertumbuhan UMKM % 4,65 % 

7 Meningkatnya daya saing usaha 

mikro 

Persentase pelaku usaha mikro 

yang meningkat kapasitasnya 

% 22,5% 

8 Pertumbuhan usaha koperasi Peningkatan volume usaha 

koperasi 

Rupiah 45.000.000.000 

9 Terwujudnya birokrasi yang 

responsive,akuntabel dan 

inovatif 

Persentase tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap layanan 

OPD 

% 93,00% 

10 Terciptanya birokrasi yang 
bersih dan akuntabel 

Nilai SAKIP OPD Nilai 85 
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NO PROGRAM ANGGARAN 

1 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 30.699.200 

2 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN  38.301.400 

 

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA 

KECIL, DAN USAHA MIKRO UMKM 

796.892.720 

4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN 

4.771.334.032 

 

5 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN 

POKOK DAN BARANG PENTING 

89.655.700 

 

6 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 438.165.746 

7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH/KABUPATEN KOTA 

11.739.100.997 

 

8 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 

INDUSTRI 

1.343.942.489 

 

9 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

168.798.620 

 

JUMLAH 19.416.890.904 
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Tabel II.5 

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 
 

No 
Tujuan dan Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan Target 

1 Meningkatnya daya beli 

masyarakat 

Pengeluaran perkapita yang 

disesuaikan 

Rupiah 13.250.000,- 

2 Pengendalian dan pengawasan 

harga dan stok barang 

kebutuhan pokok dan barang 

penting 

Persentase barang kebutuhan 

pokok dan barang penting 

yang harga dan stoknya stabil 

% 85,5% 

3 Meningkatnyan kontribusi 

sektor ekonomi unggulan 

Persentase kontribusi PDRB 

sektor perdagangan 

% 14,15% 

Persentase kontribusi PDRB 

sektor industri pengolahan 

% 16,55% 

4 Pertumbuhan nilai produksi 

IKM 

Persentase pertumbuhan nilai 

produksi IKM 

% 14,15 % 

5 Meningkatnya kinerja 

perdagangan daerah 

Persentase pertumbuhan 

volume perdagangan daerah 

% 11,72% 

6 Meningkatnya pertumbuhan 

industri kreatif dan usaha mikro 

Persentase pertumbuhan 

UMKM 

% 4,65 % 

7 Meningkatnya daya saing usaha 

mikro 

Persentase pelaku usaha 

mikro yang meningkat 

kapasitasnya 

% 22,5% 

8 Pertumbuhan usaha koperasi Peningkatan volume usaha 

koperasi 

Rupiah 45.000.000.000 

9 Terwujudnya birokrasi yang 

responsive, akuntabel dan 

inovatif 

Persentase tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap layanan 

OPD 

% 93,00% 

10 Terciptanya birokrasi yang 

bersih dan akuntabel 

Nilai SAKIP OPD Nilai 85 
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NO PROGRAM ANGGARAN 

1 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 

KOPERASI 

                     21.773.500  

2 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 

PERKOPERASIAN  

                     26.013.600  

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, 

USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO UMKM 

                    810.618.860  

4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN 

                 5.872.104.748  

5 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG 

KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 

                      98.873.000  

6 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                     461.975.278  

7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH/KABUPATEN KOTA 

               11.806.915.788  

8 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 

INDUSTRI 

1.488.798.150 

9 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

156.002.264 

JUMLAH 20.743.075.188 
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3.2 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 

 

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Kota 

Magelang adalah aplikasi smart.magelangkota.go.id. Aplikasi ini bertujuan untuk 

mengintegrasikan keseluruhan rangkaian dari perencanaan sampai dengan pengawasan, termasuk 

didalamnya progres bulanan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dipantau secara real time. Dari 

instrumen ini s/d triwulan IV Tahun 2025 capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang adalah sebagaimana gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 

Rapor Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro  

Pada Aplikasi Smart Magelang 

Tahun 2025 
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Website Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang dapat 

dijelajahi dengan alamat https://dppkum.magelangkota.go.id  

Dan di Website yang berisi tentang profil Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Magelang, termasuk didalamnya struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Berita, 

Informasi Publik, dan sebagainya. 

 

Gambar 2. 2 

Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro 

Kota Magelang 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 

 

 

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang telah 

melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro dengan Wali Kota Magelang tahun 2025. Pengukuran 

mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana 

tabel berikut : 

 

Tabel 3. 1 

Skala Nilai Peringkat Kinerja 
 

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian 

1 Sangat Tinggi 91 ≤ 100 

2 Tinggi 76 ≤ 90 

3 Sedang 66 ≤ 75 

4 Rendah 51 ≤ 65 

5 Sangat Rendah ≤ 50 
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Tabel 3. 2 

Capaian Kinerja Tahun 2025 

Adapun capaian kinerja realisasi dari target kinerja per sasaran strategis tahun 2025 diperbandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagaimana diuraikan 

sebagai berikut 

 

No Sasaran Strategis 
Indikator/Meta 

Indikator 

 

Satuan 

 
Baseline 

% capaian  2024 

2023 2024 2025 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Misi ke -2 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya 
manusia 

           

1 Tujuan 
Meningkatnya 
daya beli 
masyarakat 

Pengeluaran  per  
kapita yang 
disesuaikan 

           

  Pengendalian dan 

pengawasan Harga 

dan stok barang 

kebutuhan 

pokok dan 

barang penting 

Persentase barang 

kebutuhan pokok 

dan barang penting 

yang harga dan 

stoknya stabil ( 

Renstra ) 

% 73,91 65,57 82,61 125,99 85,00 73,91 86,96 85,50 86,96 101,71 

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemeritahan yang 

baik 
dan inovatif 

           

2 Tujuan 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 
publik 

Persentse tingkat 

kepuasan

 ma

syarakat terhadap 

pelayanan OPD 

Nilai           

  Menciptakan 

birokrasi yang 

bersih dan 

akunatabel 

Nilai Sakip OPD Nilai 81,18 80 80,55 100,69 82 81,18 99,00 85 90,15 106,05 

Misi ke -4 : Meningkatkan ekonomi masyarakat 

dengan 

peningkatan peran UMKM berbasis

 ekonomi kerakyatan 

           

3 Tujuan 

Meningkatnya 

kontribusi sector 
ekonomi 
unggulan 

Indikator 1 : 

Persentase 

kontribusi PDRB 

Sektor 
Perdagangan 
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   Indikator 2 : 

Persentase 

kontribusi PDRB 

Sektor 
industri pengolahan 

           

  Meningkatkan kinerja 

perdagangan 
daerah 

Persentase 

pertumbuhan 

volume 

perdagangan daerah 

% 5 11,36 13,37 117,70 11,43 5 43,74 11,72 -4,53 -
38,65 

  Pertumbuhan nilai 
produksi IKM 

Prosentase  
pertumbuhan 
nilai produksi IKM 

% 61,66 3,40 4,37 128,56 3,50 61,66 1761,65 4,45 4,28 96,17 

4 Tujuan 

Meningkatnya 
pertumbuhan industri 
kreatif dan usaha mikro 

Persentase  

pertumbuhan 
UMKM 

           

 Pertumbuhan usaha 
koperasi 

Peningkatan volume 
usaha koperasi 

Rp 44.067.988.362 42.895.483.280 66.377.891.618 154,74 43.939.758.280 4.4067.988.362 100,29 45.000.000.000 259.628..670.311 576,95 

 Meningkatkan daya 
saing usaha mikro 

Persentase usaha mikro 
yang meningkat 
kapasitasn y a  

% 24,12 3,92 20,43 521,26 4.21 24,12 572,81 22,5 27,12 120,5 
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Penjelasan kinerja sasaran tahun 2025 

a. Sasaran : Pengendalian dan pengawasan Harga dan stok barang kebutuhan 

pokok dan barang penting 

Indikator : Persentase barang kebutuhan pokok dan barang Penting yang harga 

dan stoknya stabil 

Target : 85,50 % 

Realisasi : 86,96 %  

Tk.Capaian : 101,71 % (Sangat tinggi ) 

Faktor pendukung : Daya beli masyarakat, gaya hidup, sosial, lingkungan  

Faktor Penghambat : Tingginya harga komoditas di tingkat pedagang 

 

b. Sasaran : Menciptakan birokrasi yang bersih dan akunatabel Indikator : 

Nilai Sakip OPD 

Target               :  85 

Realisasi : 90,15 (Data tahun 2024) 

Tk.Capaian : 106,05% (Tinggi) 

Faktor pendukung : Melakukan pemenuhan data yang dibutuhkan untuk penilaian 

SAKIP , adanya pendampingan dari OPD terkait 

Faktor Penghambat : Belum semua bidang memahami SAKIP 

 

 

c. Sasaran : Meningkatkan kinerja perdagangan daerah 

Indikator : Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah Target : 

11,72% 

Realisasi : -4,53%  

Tk.Capaian : -38,65% (Sangat rendah) 

Faktor pendukung : Pangsa pasar yang sudah jelas bagi sebagaian eksportir 

Faktor Penghambat : Pengaruh geopolitik eksternal dan wilayah Kota Magelang yang  

kecil 

 

d. Sasaran : Pertumbuhan nilai produksi IKM 

Indikator : Prosentase pertumbuhan nilai produksi IKM  

Target : 4,45% 

Realisasi : 4,28% 

Tk.Capaian : 96,17% ( sangat tinggi ) 

Faktor pendukung : Terdapat SIINas yang memuat data nilai produksi IKM  

Faktor Penghambat : Data yang ada pada siinas setiap semester dan belum semua IKM 

melaporkan ,belum semua IKM terdaftar dalam SIINas. 
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e. Sasaran : Pertumbuhan usaha koperasi  

Indikator : Peningkatan volume usaha koperasi  

Target : 45.000.000.000 

Realisasi : 259.628.670.311 

Tk.Capaian : 576,95( Sangat tinggi) 

 Faktor pendukung : Semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan lembaga koperasi 

, Anggota koperasi semakin aktif berpartisipasi dalam 

mengembangkan koperasinya 

Faktor Penghambat : Koperasi kalah bersaing dengan lembaga lain yang lebih adaptif dan 

inovatif, kurang aktifnya anggota dalam memanfaatkan layanan 

koperasi          

 

f. Sasaran : Meningkatkan daya saing usaha mikro 

Indikator : Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitasnya  

Target : 22,5% 

Realisasi : 27,12% 

Tk.Capaian : 120,5% ( sangat tinggi ) 

Faktor pendukung : Pelaku usaha mikro yang ada masih banyak yang belum 

mempunyai pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan sehingga 

mereka masih harus belajar dan mencari ilmu untuk 

mengembangkan usahanya 

Faktor Penghambat : Pelaku usaha mikro kurang serius dalam mengikuti pelatihan , 

Waktu untuk bekerja (menghasilkan produk/ produksi atau 

berjualan) lebih menguntungkan daripada waktu digunakan untuk 

mengikuti pelatihan sehingga mereka kurang berminat untuk 

mengikuti pelatihan, Pelatihan hanya digunakan sebagai ajang untuk 

mencari uang saku 

 

Untuk mengukur kinerja sasaran tersebut diatas dengan menggunakan variabel dan 

Formulasi / rumus penghitungan sebagai berikut : 
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Tabel 3. 3 

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 
 

 

No 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

 

Definisi Operasional 

Penjelasan 

Formulasi/Rumus 

Perhitungan 

 

Sumber Data 

1. 
Meningkatnya 

Kontribusi sektor 

ekonomi unggulan 

Persentasee 

kontribusi 

PDRB 

sektor 

industri 

pengolahan 

% PDRB adalah jumlah nilai 

produksi barang dan jasa 

sektor industri pengolahan 

yang dihasilkan disuatu 

wilayah atau daerah dalam 

jangka  waktu  tertentu 
biasanya satu tahun 

PDRB sector industri 

pengolahan 

------------------x 100% 

Total PDRB 

BPS 

Persentase 

kontribusi 

PDRB 

sektor 

perdagangan 

% PDRB adalah jumlah nilai 

produksi barang dan jasa 

sektor perdagangan yang 

dihasilkan disuatu wilayah 

atau daerah dalam jangka 

waktu tertentu biasanya satu 

tahun 

PDRB sektor perdagangan 

- -------------------- x 100% 

Total PDRB 

BPS 

2. 
Meningkatkan 

pemberdayaan 

Industri melalui 

Peningkatan nilai 

tambah produk 

IKM 

Persentase 

pertumbuhan 

nilai 

produksi 

IKM 

% Nilai produksi adalah nilai 

dari komoditas yang 

dihasilkan oleh sektor 

produksi, biasanya 

merupakan hasil perkalian 

dari kuantitas produksi 

dengan  harga  perunit 
komoditas tersebut 

Nilai produksi IKM n- 

Nilai produksi IKM tahun 

n-1 

- -------------------- x 100% 

Nilai IKM tahun n-1 

Hasil 

pendataan 

bidang 

industri 

3. 
Meningkatkan 

kinerja 

perdagangan 

daerah 

Persentase 

pertumbuhan 

volume 

perdagangan 

daerah 

% Volume perdagangan dalah 

nilai transaksi perdagangan 

di suatu wilayah atau daerah 

dalam jangka waktu tertentu 

biasanya satu tahun 

Volume perdagangan 

tahun n-volume 

perdagangan n-1 

- ------------------- x100% 

Volume perdagangan 

tahun n-1 

Hasil 

pendataan 

bidang Pasar, 

Bidang Perdagagan 

dan Bidang 

Koperasi Usaha 

mikro 

4 
Meningkatnya daya 

beli masyarakat 

Pengeluaran 

perkapita 

yang 

disesuaikan 

Rp Pengeluaran perkapita 

adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk konsumsi 

semua anggota rumah tangga 

selama sebulan dibagi dengan 

banyaknya anggota rumah 

tangga yang telah disesuaikan 

dengan paritas daya beli 

BPS 
BPS 

5. 
Pengendalian dan 

pengawasan harga dan 

stok barang kebutuhan 

barang pokok dan 

barang penting 

Persentase barang 

kebutuhan pokok 

dan barang penting 

yang harga dan 

stoknya stabil 

% Barang kebutuhan 

pokok terdiri dari : 

Barang kebutuhan 

pokok hasil pertanian 

: beras, kedelai bahan 

baku tahu dan tempe, 

cabe, dan barang 

merah. Barang 

kebutuhan pokok 

hasil industry : gula, 

minyak goreng, dan 

tepung terigu. Barang 

kebutuhna pokok 

hasil peternakan dan 

perikanan : daging 

sapi, daging ayam ras, 

telur ayam ras, ikan 

segar yaitu bandeng, 

kembung dan 

tongkol.tuna/cakalang. 

 

Barang Penting : 

Benih yaitu benih 

padi, jagung, kedelai. 

Pupuk. Gas elpiji 3 

kilogram. Triplek. 

Semen. Besi baja 

konstruksi. Baja 
Ringan 

Jumlah

 b

arang kebutuhan 

pokok dan barang 

penting yang harga 

dan stoknya stabil 

---------------- x 

100% 

Jumlah

 b

arang kebutuhan dan 

barang penting 

Laporan hasil 

survey 

bapokting 
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6 

Meningkatnya 

pertumbuhan 

industri kretaif dan 

usaha mikro 

Persentase 

pertumbuhan 

UMKM 

% Usaha mikro adalah usaha 

yang dimiliki oleh 

perorangan atau badan usaha 

milik perorangan. Kriteria 

usaha mikro adalah memiliki 

kekayaan bersih 

maksimal Rp50.000.000 

selain tanah dan bangunan. 

Jumlah UMKM tahun n-

jumlah UMKM tahun n-1 

- ------------------- x 100% 

Jumlah UMKM tahun n-1 

Hasil 

pendataan bidang 

 
   Kriteria lain adalah hasil 

penjualan tahunan tak 

melebihi Rp300.000.000 

 
Koperasi dan 

Usaha Mikro 

 
   Usaha kecil adalah usaha 

yang dimiliki oleh 

perorangan atau badan 

usaha milik perorangan. 

Kriteria usaha mikro adalah 

memiliki kekayaan bersih 

maksimal Rp.500.000.000- 

Rp.10.000.000.000 selain 

tanah dan bangunan. 

Kriteria lain adalah hasil 

penjualan tahunan tak 

melebihi Rp.2.500.000.000- 

Rp.50.000.000.000 

 
 

 
   Usaha menengah adalah 

usaha yang dimiliki oleh 

perorangan atau badan 

usaha milik perorangan. 

Kriteria usaha mikro adalah 

memiliki kekayaan bersih 

maksimal Rp.50.000.000- 

Rp.500.000.000 selain 

tanah dan bangunan. 

Kriteria lain adalah hasil 

penjualan tahunan tak 

melebihi  Rp.300.000.000- 

Rp.2500.000.000 

 
 

 
Meningkatkan daya 

saing usaha mikro 

Persentase 

pelaku usaha 

mikro yang 

meningkat 

kapasitasnya 

% Usaha mikro yang 

meningkat kapasitasnya 

adalah Usaha Mikro yang 

telah mengikuti pelatihan 

kewirausahaan 

Jumlah pelaku usaha 

mikro yang telah 

mengikuti pelatihan 

keiwrausahaan 

- ------------------- x100% 

Jumlah pelaku usaha 

mikro yang ada 

Hasil 

pendataan 

bidang 

Koperasi dan 

Usaha Mikro 

 
Pertumbuhan usaha 

koperasi 

Peningkatan 

volume usaha 
koperasi 

Rp Volume usaha adalah total 

nilai penjualan atau 

penerimaan dari barang dan 

jasa pada suatu periode 

dalam jangka waktu tertentu 

biasanya 1 tahun 

Selisih nilai volume 

usaha koperasi tahun n 

dikuramgi nilai volume 

usaha koperasi tahun      n-

1 

  Hasil 

pendataan bidang 

Koperasi
 

dan Usaha 
Mikro 
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Terwujudnya birokrasi 

yang responsif, akuntabel 
dan inovatif 

Persentase tingkat 

kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan OP 

% SAKIP (Sistem 

Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah) adalah rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, 

alat dan prosedur yang dirancang 

untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran 

dan 

Pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah 

Hasil survey tingkat 

kepuasan masyarakat Hasil survey 

kepuasan 

masyarakat 

pada pelayanan 

DPPKUM 

 
Terciptanya 

birokrasi yang 

bersih dan 

akuntabel 

Nilai SAKIP 

OPD 

angka Kepuasan masyarakat adalah 

hasil pendapat dan penilaian

 masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan 

yang diberikan kepada aparatur   

penyelenggara 
pelayanan publik 

Hasil evaluasi SAKIP 

dari instansi terkait LHE SAKIP 

dari inspektorat 

 

 
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Sasaran Perangkat Daerah 

 
 

 

No 

 

 

Indikator Sasaran 

 

 

Capaian 2024 

Tahun 2025  

Target Akhir 

Renstra 

Capaian s/d 

tahun (n) 

terhadap 
Target Akhir 

Renstra 

 
Target 

 
Realisasi 

% 
Realisasi 

 
 

 
1 

Persentase barang 

kebutuhan pokok 

dan barang 

penting yang 

harga dan stoknya 

stabil 

73,91 85,50 86,96 101,7 65,57 75,40 

     
2 

Persentase 

pertumbuhan 

volume 

perdagangan 

daerah 

5 11,72 -4,53 -38,65 12,13 -37,34 

 
3 

Prosentase 

pertumbuhan 

nilai produksi 

IKM 

 
61,66 4,45 4,28 96,17 4,5 95,11 

4 

Peningkatan 

volume usaha 

koperasi 

44.067.988.362 45.000.000.000 259.628.670.311 576,95 45.278.072.095 573,40 

 
5 

Persentase usaha 

mikro yang 

meningkat 

kapasitasnya 

24,12 22,5 27,12 120,5 4,73 

 

 

573,36 

6 
 Nilai SAKIP 

OPD 
81,18 85 90,15 106,05 87 96,50 
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Dari 6 indikator sasaran pada tabel diatas terdapat 1 ( satu ) capaian kinerja yang masih 

sangat kecil diperbandingkan dengan target akhir renstra yaitu indikator sasaran persentase 

pertumbuhan volume perdagangan daerah mencapai -37,34 %. Hal ini disebabkan karena adanya 

penurunan omzet dari para pelaku usaha mikro, ekspor Kota Magelang cenderung menurun, belum 

konstitennya pelaku usaha potensi ekspor dalam menjajaki pasar luar negeri, pangsa pasar yang 

terbatas. 

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai 

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 3.5.1. 

Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Pengendalian dan pengawasan 

Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting 

 

 
No 

 
Program/ 

Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

 

Indikator 
Kinerja 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% 

Capaian 

 Angggaran  Tk Efisiensi 

Anggaran Realisasi 
% 

Capaian ( Rp ) 

A 

PROGRAM 
STABILISASI 
HARGA BARANG 
KEBUTUHAN 
POKOK DAN 
BARANG PENTING 

Persentase 
koefisien 
variasi harga 
antar 
waktu 

8 0,72 9% 98.873.000 93.999.000 95,07 4.874.000 

 Pengendalian 
Harga, dan Stok 
Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang 
Penting di Tingkat 
Pasar 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
update harga 
barang 
kebutuhan 
pokok dan 
barang 
penting 
masyarakat 
dalam 1 
tahun 

65,57 66,30 101,1 98.873.000 93.999.000 95,07 4.874.000 

 Pemantauan 
Harga dan Stok 
Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang 
Penting pada 
Pelaku Usaha 
Distribusi Barang 
dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
laporan 
update harga 
barang 
kebutuhan 
pokok dan 
barang 
penting di 
pasar 

12 12 100 98.873.000 93.999.000 95,07 4.874.000 

 

 

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Pengendalian dan pengawasan Harga dan stok barang 

kebutuhan pokok dan barang penting dengan indikator Persentase barang kebutuhan pokok dan 

barang penting yang harga dan stoknya stabil Target 85,50 % Realisasi 86,96 % Tk.Capaian 101,7 

(sangat tinggi) dengan anggaran Rp. 98.873.000,00 realisasi Rp. 93.999.000,00 atau 95,07% 

sehingga bisa dikatakan efisien karena dengan realisasi anggaran mencapai 95,07 % untuk 

mencapai sasaran sebesar 0,72 % dari target, karena semakin rendah koefisien harga semakin 

stabil harganya. 

➢ Faktor Pendorong : Wilayah yang mudah terjangkau dan dan menjadi pusat perdagangan untuk 

daerah sekitarnya, ketercukupan stok barang , terpantaunya harga barang pokok dan penting 

secara berkala 

➢ Faktor Penghambat : flluktuasi harga banyak terpengaruh oleh harga dari daerah asal/sentra 

produksi  

➢ Kemanfaatan : Kemudahan Masyarakat mudah memperoleh barang kebutuhan pokok dan 

barang penting 
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Tabel 3.5.2 

Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Pertumbuhan usaha koperasi 
 

No 
 

Program/Kegiatan/ 
Sub Kegitan 

Indikator 
Kinerja 

Target 

 
 

Realisasi 
 

% 
Capaian 

Angggaran 

% 
Capaian 

Tk Efisiensi 
(Rp) 

 
Anggaran Realisasi 

A PROGRAM 
PENGAWASAN DAN 
PEMERIKSAAN 
KOPERASI 

Persentase 
koperasi aktif 
yang patuh 
terhadap 
perundang 
undangan 

42,91 63,04 146,91 21.773.500 
 

20.053.750 
 

92,10 1.719.750 

 Pemeriksaan dan 
pengawasan koperasi, 
koperasi simpan 
pinjam/unit simpan 
pinjam koperasi yang 
wilayah keanggotaanya 
dalam daerah 
kabupaten/kota 

Persentase 
koperasi, 
KSP/USP 
koperasi yang 
mendapat 
pemeriksaan 
dan 
pengawasan 

12,65 35,02 276,84 21.773.500 
 

20.053.750 
 

92,10 1.719.750 

 Pelaksanaan proses 
pemeriksaan dan 
pengawasan koperasi 
yang wilayah 
keanggotaanya daerah 

Jumlah 
koperasi yang 
telah 
dilakukan 
pemeriksaan 
dan 
pengawasan 

80 90 112,5 21.773.500 
 

20.053.750 
 

92,10 1.719.750 

 PROGRAM 
PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN 
PERKOPERASIAN 
 

Persentase 
SDM 
pengelola 
koperasi yang 
meningkat 
kapasitasnya 

26,18 47,01 179,56 26,013,600 25.709.800 98,83 303.800 

 Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian Bagi 
Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaan dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

Prosentase 
koperasi yang 
telah 
mengikuti 
pelatihan 
perkoperasian 
untuk 
koperasi 
dengan 
wilayah 
keanggotaan 
dalam 
kab/kota 

48 50,58 105,37 26,013,600 25.709.800 98,83 303.800 

 Peningkatan 
Pemahaman dan 
Pengetahuan 
Perkoperasian serta 
Kapasitas dan 
Kompetensi SDM 
Koperasi 
 

Jumlah SDM 
yang 
Memahami 
Pengetahuan 
perkoperasian 

25 25 100 26,013,600 25.709.800 98,83 303.800 

 

➢ Faktor Pendorong : Meningkatnya koperasi yang taat terhadap peraturan perkoperasian, 

meningkatnya koperasi aktif, meningkatnya jumlah SDM pengelola koperasi yang memahami 

tentang perkoperasian, adanya tuntutan untuk selalu meng-update pengetahuan perkoperasian 

➢ Faktor Penghambat :  

- Banyak SDM pengelola koperasi yang usianya sudah lanjut dan tidak ada regenerasi 

kepada yang lebih muda sehingga menjadi kendala dalam penyerapan ilmu yang diberikan                                                            

- Jabatan pengelola koperasi hanya sebagai sambilan/ sampingan sehingga pada saat ada 

tawaran pelatihan kebanyakan tidak bisa mengikutinya karena bersamaan dengan tugas 

pokoknya. Dan pada akhirnya yang dapat/ bersedia mengikuti pelatihan hanya itu-itu saja. 
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➢ Kemanfaatan : Meningkatnya bagian SHU yang diterima para anggota KSP / USP koperasi 

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Pertumbuhan usaha koperasi dengan Indikator Kinerja 

Peningkatan volume usaha koperasi Target Rp.45.000.000.000 Realisasi Rp. 259.628.670.311 

Tingkat Capaian 576,95 (sangat tinggi) dengan anggaran Rp. 21.773.500 realisasi                                                                                             

Rp. 20.053.750 atau 92,10% menunjukan efisien dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.719.750,00 

dengan capaian indikator sasaran 576,95% 

Tabel 3.5.3 

Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

terhadap Sasaran Meningkatkan daya saing Usaha Mikro 

 

No 
 

Program/Kegiatan/ 
Sub Kegitan 

Indikator 
Kinerja 

Target 

 
 

Realisasi 
 

% 
Capaian 

Anggaran 
% 

Capaian 
Tk Efisiensi 

(Rp) Anggaran Realisasi 

A PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
USAHA MENENGAH, 
USAHA KECIL DAN 
USAHA MIKRO 
(UMKM) 

Persentase 
wirausaha 
pemula yang 
diberdayakan 

20 24,79 123,95 810,618,860 753.650.766 
 

92,97 56.968.094 

 Pemberdayaan Usaha 
Mikro yang Dilakukan 
Melalui Pendataan, 
Kemitraan, Kemudahan 
Perizinan, Penguatan 
Kelembagaan dan 
Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan 

Persentase 
pelaku usaha 
mikro yang 
memiliki 
izin/legalitas 
usaha 

60 83,16 138,6 810,618,860 753.650.766 
 

92,97 56.968.094 

 Pemberdayaan 
Kelembagaan Potensi 
dan Pengembangan 
Usaha Mikro 

Jumlah Unit 
Usaha yang 
Telah 
Menerima 
Pembinaan 
dan 
Pendampinga
n Terhadap 
Usaha Mikro 

2000 
unit 

usaha 

1700 85% 485.045.760 
 

438.671.566 
 

90,43 46.374.194 

 Peningkatan 
Pemahaman dan 
Pengetahuan UMKM 
serta Kapasitas dan 
Kompetensi SDM 
UMKM dan 
Kewirausahaan melalui 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

Jumlah SDM 
yang 
Memahami 
Pengetahuan 
Usaha Mikro 
dan Kewira 
usahaan 

275 
orang 

275 100 325.573.100 
 

314.979.200 
 

96,74 10.593.900 

 

➢ Faktor Keberhasilan : Meningkatnya kapasitas / SDM pelaku usaha mikro ( adanya pelatihan 

dan pendampingan usaha ), meningkatnya usaha mikro formal ( memiliki legalitas usaha ). 

➢ Faktor Penghambat : Keterbatasan modal , jangkauan pemasaran dan masih rendahnya kualitas 

produk. 

➢ Kemanfaatan : Meningkatnya kualitas dan omzet pelaku usaha mikro. 

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Meningkatkan daya saing usaha mikro dengan Indikator 

Kinerja Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitasnya Target 22,5% Realisasi 27,12% Tk. 

Capaian 120,5% (sangat tinggi) dengan anggaran Rp. 810,618,860,00 realisasi Rp. 753.650.766,00 

atau 92,97% menunjukan bahwa telah ada efisiensi sebesar Rp. 56.968.094,00 karena tingkat 

capaian sasaran sebesar 120,5% 
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Tabel 3.5.4 

       Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap                                                                                              

Sasaran Meningkatkan kinerja perdagangan daerah 

 

No 
 

Program/Kegiatan/ 
Sub Kegitan 

Indikator 
Kinerja 

Target 

 
 

Realisasi 
 

% 
Capaian 

Anggaran 
% 

Capaia
n 

Tk Efisiensi (Rp) 

Anggaran Realisasi  

 

A PROGRAM 
PENINGKATAN 
SARANA 
DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN 

Persentase 
sarana distribusi 
perdagangan 
dalam kondisi 
baik 

55 85,71 155,83 5.872.104.748 
 
 

5.505.453.375 
 

93,75 366.651.373 

 1 Pembangunan dan 
pengelolaan 
Sarana distribusi 
perdagangan 

Persentase 
pengembangan 
dan pengelolaan 
sarana distribusi 
perdagangan di 
wilayah kerjanya 

100 100 100 
                  

3.721.398.097  
 

                 
3.436.100.583  
 

92,33 285.297.514 

 Penyediaan sarana 
distribusi 
perdagangan 

Jumlah Sarana 
Distribusi 
Perdagangan 

25 25 100 
                        
336.449.244  
 

                    
329.678.374  
 

97,98 6.770.870 

 Fasilitasi 
pengelolaan 
sarana distribusi 
perdagangan 

Jumlah Fasilitasi 
Pengelolaan 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

5 5 100 
                     
3.384.948.853  
 

                 
3.106.422.209  
 

91,77 278.526 

2 Pembinaan 
terhadap 
pengelola sarana 
distribusi 
perdagangan 
masyarakat di 
wilayah kerjanya 

persentase 
pengelola sarana 
distribusi 
perdagangan 
yang meningkat 
kapasitasnya 

26,12 22,39 85,71 
                     

2.150.706.651  
 

                 
2.069.352.792  

 
96,21 81.353.859 

 
 

Pembinaan dan 
pengendalian 
pengelola sarana 
distribusi 
perdagangan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Pembinaan dan 
Pengendalian 
kepada 
Pengelola 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

5 5 100 
                     
1.831.521.351  
 

                 
1.751.175.392  
 

95,61 80.345.959 

 Pemberdayaan 
pengelola sarana 
distribusi 
perdagangan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Pembinaan dan 
Pengendalian 
kepada 
Pengelola 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

2 2 100 
                        
319.185.300  
 

                    
318.177.400  
 

99,68 1.007.900 

 PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
EKSPOR 

Nilai ekspor ( 
US$) 

2,707,00
0 

2.502.700 92,45 461,975,278 
       
 436.815.988  
 

94,55 
 
25.159.290 

 Penyelenggaraan 
Promosi Dagang 
Melalui Pameran 
Dagang dan Misi 
Dagang bagi 
Produk Ekspor 
Unggulan yang 
terdapat pada 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten / Kota 

Persentase 
peningkatan 
nilai arus barang 
ke luar daerah 

10 16,20 162% 461,975,278 
 

436.815.988 
 

94,55 25.159.290 

                               
Pameran 
Dagang Lokal 

Jumlah 
pelaku usaha 
yang 
difasilitasi 
promosi 
melalui 
pameran 
dagang lokal 

80 
pelaku 
usaha 

83 103,75 461,975,278 
 

436.815.988 
 

94,55 25.159.290 

 PROGRAM 
STANDARISASI 
DAN 
PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 

Persentase alat-
alat ukur, takar, 
timbang dan 
perlengkapan 
nya (UTTP) 

98,99 99.05 100,06 
 

156.002.264 
 

 
155.208.079 

 
99,49 794.185 
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bertanda tera 
sah yang berlaku 

 PELAKSANAAN 
METROLOGI 
LEGAL BERUPA 
TERA, TERA 
ULANG DAN 
PENGAWASAN 

Persentase alat-
alat ukur, takar, 
timbang dan 
perlengkapanny
a (UTTP) yang 
ditera/tera 
ulang dalam 
tahun berjalan 

73 99.05 135,68 
                        
156.002.264  
 

                    
155.208.079  
 

99,49 794.185 

 Pelaksanaan 
Mertrologi 
Legal, Berupa 
Tera, Tera 
Ulang 

Jumlah Alat 
Ukur, Alat 
Takar, Alat 
Timbang, dan 
Alat 
Perlengkapan 
Ditera Ulang 

7300 7501 102,75 
                      
123.074.164  

 

                    
122.433.579  
 

99,47 640.585 

 Pengawasan / 
Penyuluhan 
Metrologi Legal 

Jumlah 
Pelaku Usaha 
di Bidang 
Metrologi 
Legal yang 
Dibina 

100  93 93% 
                          

32.928.100  
 

                      
32.774.500  
 

99,53 153.600 

 

➢ Faktor Pendorong : Meningkatnya nilai ekspor, sarana distribusi perdagangan yang dikelola 

DPPKUM dalam kondisi baik (Pasar Rakyat dan Shelter PKL), alat UTTP sesuai standar. 

➢ Faktor Penghambat : Belum semua pasar rakyat berstandar SNI, persaingan dengan toko 

modern. 

➢ Kemanfaatan : Meningkatkan jumlah pembeli di pasar rakyat , meningkatkan omzet 

pedagang (Pasar Rakyat dan Shelter PKL). 

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Meningkatkan kinerja perdagangan daerah Indikator 

Kinerja Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah Target 11,72% Realisasi -4,53% Tk. 

Capaian -38,65% (rendah) dengan anggaran Rp.6.490.082.290 realisasi Rp.6.097.477.442 atau 

93,95 % . Meskipun penyerapan anggaran mencapai 93,95 % tetapi tingkat capaian kinerja sasaran 

hanya -38,65 % sehingga kedepan perlu dilakukan langkah perbaikan agar Tingkat capaian kinerja 

sasaran meningkat dan pemanfaatan dukungan anggaran yang efisien. 
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Tabel 3.5.5 

Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  

terhadap Sasaran Pertumbuhan nilai produksi IKM 

 

No 
 

Program/Kegiatan/ 
Sub Kegitan 

Indikator 
Kinerja 

Target 
 

Realisasi 
 

% 
Capaian 

Anggaran % 
Capaian 

Tk Efisiensi 
(Rp) Anggaran Realisasi 

A PROGRAM 
PERENCANAAN DAN 
PEMBANGUNAN 
INDUSTRI 

Pertambahan 
jumlah 
industri kecil 
dan 
menengah 

 
1,99% 

 

 
8,55% 

 
     429,6 

                     
1.488.798.150  

 

                 
1.392.040.751  

 
106,95 96.757.399 

 Penyusunan dan 
Evaluasi Rencana 
Pembangunan 
Industri 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
pencapaian 
sasaran 
pembangunan 
industri yang 
ditetapkan 
dalam RPIK 

 
83% 

 

 
100% 

 
120,48 

                      
1.488.798.150  

 

                 
1.392.040.751  

 

 
106,95 

 
96.757.399 

 Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 
Pembanguna n 
Sarana dan 
Prasarana Industri 

Jumlah 
Dokumen 
Hasil 
Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
dan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana 
Industri 

 
1 
 

           1 100 
                        

670.405.155  
 

                    
593.247.309  

 

 
88,49 

 
77.157.846 

 Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 
Pemberdayaa n 
Industri dan Peran 
Serta Masyarakat 

Jumlah 
Dokumen 
Hasil 
Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
dan 
Pelaksanaan 
Pemberdayaa
n Industri dan 
Peran Serta 
Masyarakat 

7 7 100 
                        

792.218.995  
 

                     
    772.656.442  

 

 
97,53 

 
19.562.553 

 Evaluasi Terhadap 
Pelaksanaan 
Rencana 
Pembangunan 
Industri 
 

Jumlah 
Dokumen 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Rencana 
Pembangunan 
Industri 

2 2 100 
                          

26.174.000  
 

                      
26.137.000  

 

 
99,86 

 
37.000 

 

 

➢ Faktor Pendorong : Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku usaha industri kecil karena 

adanya pelatihan usaha dan terfasilitasinya legalitas produk dan usaha pelaku industri kecil. 

➢ Faktor Penghambat : Pelaku usaha industri kecil belum transparan saat dilakukan pendataan 

sehingga DPPKUM kurang tepat saat mengambil kebijakan / regulasi utk para pelaku industri 

kecil 

➢ Kemanfaatan : Meningkatkan kualitas dan legalitas produk serta omset pelaku industri kecil. 

 

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Pertumbuhan nilai produksi IKM Indikator Kinerja 

Prosentase pertumbuhan nilai produksi IKM Target 4,45% Realisasi 4,28% tingkat capaian 

96,17% ( sangat tinggi) dengan anggaran Rp. 1.488.798.150  realisasi Rp. 31.392.040.751 atau 

106,95% sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 52.124.963,00 karena tk capaian kinerja sasaran 

sebesar 1401,31 % 
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Tabel 3.5.6 

Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  

terhadap Sasaran Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel 

 

No 
 

Program/Kegiatan/ 
Sub Kegitan 

Indikator 
Kinerja 

Target 

 
 

Realisasi 
 

% 
Capaian 

Anggaran 
% 

Capaian 
Tk Efisiensi 

(Rp)  
Anggaran 

 
Realisasi 

A PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH/KABUPAT
EN KOTA 

Presentase 
terlaksananya 
pelayanan 
kantor,pengelolaan 
keuangan,perencan
aan dan evaluasi 
capaian kinerja 
sesuai dengan 
peraturann 
perundangan-
undangan yang 
berlaku 
 

93 100 107,52 11.806.915.788 
 

10.593.100.669 
89,71 

 
1.213.815.11

9 

 Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 
 

Persentase 
ketersediaan 
dokumen 
perencanaan,penga
nggaran, dan 
evaluasi kinerja PD 

90 100 100 
 

10.661.700 
 

 
10.336.100 

 
96,94 325.600 

 Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
dokumen 
perencanaan 
kerja yang 
disusun ( Renja 
SKPD ) 

3 3 100 
                            

5.391.200  
 

                        
5.177.750 

 
96,04 213.400 

 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 
 

Jumlah 
dokumen 
rencana kerja 
dan keuangan 
yang disusun ( 
RKA SKPD ) 

1 1 100 
                               

451.600  
 

                           
427.000  

 
94,5 24.600 

 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD 
 

Jumlah 
dokumen 
Perubahan 
rencana kerja 
dan anggaran 
yang disusun ( 
RKA Perubahan 
SKPD ) 

1 1 100 
                               

427.300  
 

                           
409.500  

 
95,8 17.800 

 Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-
SKPD 
 

Jumlah 
dokumen 
pelaksanaan 
anggaran yang 
disusun ( DPA 
SKPD ) 

1 1 100 
                               

486.400  
 

                           
475.750  

 
97,81 10.650 

 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan DPA-
SKPD 
 

Jumlah 
dokumen 
pelaksanaan 
anggaran yang 
disusun ( DPA 
SKPD ) Jumlah 
dokumen 
pelaksanaan 
perubahan 
anggaran yang 
disusun (DPPA 
SKPD ) 

1 1 100 
                               
546.200  
 

                           
507.100  
 

92,84 39.100 

 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
 

Jumlah laporan 
capaian kinerja 
perangkat 
daerah yang 
disusun  

16 16 100 
                            

3.359.000  
 

                        
3.339.000  
 

99,40 20.000 

 Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 
 

Persentase 
laporan  
administrasi 
keuangan PD 
sesuai aturan 

90 96 106% 
                   

10.239.722.327  
 

                 
9.188.089.131  
 

89,72 1.051.633.196 
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 Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 
 

Jumlah 
pembayaran 
gaji dan 
tunjangan 
untuk ASN 

12 12 100 
                   

10.173.373.387  
 

                 
9.154.588.417  
 

89,98 1.018.784.970 

 Pelaksanaan 
Penatausahaan 
dan Pengujian/ 
Verifikasi 
Keuangan SKPD 
 

Jumlah 
Dokumen 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verif
ikasi Keuangan 
SKPD 

12 12 100 
                            

3.429.600  
 

                        
3.387.350  
 

98,76 42.250 

 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 
 

jumlah Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD 

1 1 100 
                            

1.839.300  
 

                        
1.211.000  

 
65,84 628.300 

 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 
 

Jumlah 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran 
SKPD dan 
Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwul
anan/Semester
an SKPD 

12 12 100 
                          

61.080.040  
 

                      
28.902.364  

 
47,31 32.177.676 

 Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

 

Persentase 
pelayanan 
administrasi 
umum 

 
90 

 
96 

 
106,66 

                        
102.397.180  

                    
100.583.000  

 
98,22 

 
1.814.180 

 Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneranga
n Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penera
ngan 
Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

1 1 
 

100 
 

 4.153.080  4.063.400  97,84 89.680 

 Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 
 
 

65 65 
 

100 
 

16.450.400          16.304.800  99,11 145.600 

 Penyediaan 
Bahan Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 
yang 
Disediakan 

26 26 
 
100 

 
 8.542.200              8.286.800       97,01 255.200 

 Penyediaan 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
undangan 

Jumlah 
Dokumen 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
Undangan 
yang 
Disediakan 

1 1 
 

100 
 

                               
900.000  

                           
900.000  

 
100 

 
0 

 Penyediaan 
Bahan/Material 

Jumlah Paket 
Bahan/Materia
l yang 
Disediakan 

3 3 
 

100 
 

                          
12.002.500  

                      
11.939.000  

 
99,47 

 
63.500 

 Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Jumlah 
Laporan 
Fasilitasi 
Kunjungan 
Tamu 

5 4 80,00% 
                            

3.000.000  
                        
2.525.000  

 
84,16 

 
475.000 

 Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 

Jumlah 
Laporan 
Penyelenggara

20 19 95,00% 
                          

57.349.000  
                      
56.564.000  

 
98,63 

 
785.000 
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dan Konsultasi 
SKPD 

an Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

  
Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
 

Persentase 
penyediaan 
jasa penunjang 

 
95 

 
100 

 
105,26 

 
854.245.544 

 
702.367.733 

 
82,22 

 
151.877.811 

 Penyediaan jasa 
surat menyurat 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa Surat 

Menyurat 

12 12 100 3.118.500         3.039.500  97,46 79.000     

 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

yang 
Disediakan 

 

12 12 100 528.341.184    398.563.193  75,43 129.777.991 

 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 
 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

yang 

Disediakan 

12 12 100 322.785.860     300.765.040  93,17 22.020.460 

 Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
 

Persentase 
laporan 
administrasi 
keuangan PD 
sesuai aturan 
milik daerah 

 
80 

 
            
100 

 
125 

                         
599.889.037  

           
591.724.705  

      
    98,63 

 
8.164.332 

 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 
 

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

1 1 
 

100 
 

97.951.000       93.594.816  95,5 4.356.184 

 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 
 

Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 
yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya 

65 65 
 
100 

 
306.983.450      305.899.323  99,64 1.084.127 

 Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
 

Jumlah 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang 
Dipelihara 

26 26 
 
100 

 
18.545.000         18.493.100  99,72 51.900 

 Pemeliharaan 
aset tak 
berwujud 
 

jumlah Aset 
Tak Berwujud 
yang 
Dipelihara 

1 1 
 
100 

 
 22.500.000         22.500.000  100 

 
 

0 
 

 Pemeliharaan/Re
habilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 
 

Jumlah 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dir
ehabilitasi 

3 3 
 
100 

 
153.909.587      151.237.466  98,26 2.672.121 



LKJIP 2025 DPPKUM KOTA MAGELANG 70 
 

 

➢ Faktor Pendorong : Perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja yang baik, pengelolaan 

keuangan tertib sesuai aturan, Tersedianya jasa penunjang untuk suppoting kegiatan Dinas. 

➢ Faktor Penghambat : Keterbatasan SDM baik kuantitas dan kualitas. 

➢ Kemanfaatan : Peningkatan pelayanan dinas kepada masyarakat utamanya kepada para pelaku 

usaha. 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran menciptakan birokrasi yang bersih dan 

akuntabel dengan indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah target nilai 85 realisasi 90,15 

tingkat capaian sebesar 106,05% dengan jumlah anggaran Rp. 11.806.915.788 realisasi anggaran 

Rp. 10.593.100.669,00 atau 89,71% dengan demikian dapat dikatakan efisien. 

Capaian tersebut didukung dari ; 

a. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja 

b. Terlaksananya pemberian gaji 

c. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

d. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

e. Terlaksananya Pemeliharan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

 

3.2 Capaian Kinerja Lainnya 

 

Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemerintah Kota Magelang dan 

Program Pemerintah Kota Magelang sebagaimana amanat cascading Kinerja Dinas Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang memiliki kontribusi pada pencapaian 

Sasaran dan Program Pemerintah Daerah sebagaimana tabel berikut  :
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Tabel 3.6 

Kontribusi Sasaran Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang 

 

 
No 

Pemerintah Daerah Perangkat Daerah 

Sasaran 

Pemerintah 

Daerah 

Indikator Sasaran 

Pemerintah 

Daerah 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Sasaran Perangkat 

Daerah 

Indikator Sasaran 

Perangkat Daerah 
Target Realisasi % 

capaian 

 Meningkatnya daya 

beli masyarakat 

Pengeluaran per 

kapita yang 

disesuaikan 

13.250.000 13.175.000 99,43 

Pengendalian 

dan 

pengawasan 

Harga dan stok 

barang 

kebutuhan 

pokok dan 

barang penting 

Persentase barang 

kebutuhan pokok dan 

barang penting yang 

harga dan stoknya 

stabil 
85,50% 86,96% 101,7 

 Meningkatnya 

kontribusi sektor 

ekonomi unggulan 

Indikator 1 : 

Persentase 

kontribusi PDRB 
Sektor 
Perdagangan 

14,15% 13,97% 98,73 

Meningkatkan 

kinerja 

perdagangan 
daerah 

Persentase 

pertumbuhan volume 

perdagangan daerah 11,72% -4,53% -38,65 

  Indikator 2 : 

Persentase kontribusi 

PDRB Sektor industri 

pengolahan 
16,55% 16,49% 99,64 

Meningkatnya 

pemberdayaan 

industri melalui 

peningkatan nilai 

tambah produk 
IKM 

Prosentase pertumbuhan 

nilai produksi IKM 

4,45% 4,28% 96,17 

 Meningkatnya 

pertumbuhan 

industri kreatif dan 

usaha mikro 

Persentase 

pertumbuhan UMKM 
4,65% 2,90% 62 

Meningkatkan 

daya saing usaha 

mikro 

Persentase usaha mikro 

yang meningkat 

kapasitasnya 
22,5% 27,12% 120,5 

      Pertumbuhan 

usaha koperasi 

Peningkatan volume 

usaha koperasi 45.000.000.000 259.628.670.311 576,95 
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Penjelasan : 

a. Sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya daya beli Masyarakat dengan indikator 

Pengeluaran per kapita yang di sesuaikan tingkat capaian sebesar 99,43% sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Magelang adalah dengan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang bahan 

pokok penting, karena jika stok barang stabil dan barang ada di pasar maka harga akan 

stabil yang berdampak pada meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat. 

b. Sasaran Pemerintah daerah Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan dengan 

indikator kerja persentase kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tingkat capaian 

99,64%  dan indikator kinerja presentase kontribusi  PDRB sektor perdagangan tingkat capaian 98,73 

% di dukung dengan tingkat capaian Meningkatnya pemberdayaan industri melalui peningkatan 

nilai tambah produk IKM yang diukur dengan presetase pertumbuhan nilai produksi IKM sebesar 

96,17% ditambah dengan tingkat capaian Meningkatnya kinerja perdagangan daerah -38,65% 

c. Sasaran Pemerintah Daerah Meningkatanya pertumbuhan Industri kreatif dan usaha mikro 

dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan UMKM tingkat capaian sebesar 62% di 

dukung oleh kinerja Meningkatkan daya saing usaha mikro dengan tingkat capaian sebesar 

120,5% dan pertumbuhan usaha koperasi tingkat capaian sebesar 576,95% 
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Tabel 3.7 
Kontribusi Program Perangkat Daerah  

terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang 
 

No 
Sasaran 
Pemerintah 
Daerah 

Program 

Perangkat Daerah 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
 
 
1 

Meningkatnya 
pertumbuhan 
industri 
kreatif dan 
usaha mikro ( 
RPJMD hal VI 
- 758 ) 

PROGRAM 
PENGAWASAN 
DAN 
PEMERIKSAAN 
KOPERASI 

Persentase 
koperasi aktif 
yang patuh 
terhadap 
perundang-
undangan 

42,91% 63,04% 146,91% 

PROGRAM 
PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN 
PERKOPERASIAN 

Persentase SDM 
pengelola 
koperasi yang 
meningkat 
kapasitasnya 

26,18% 47,01% 179,56% 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
USAHA 
MENENGAH, 
USAHA KECIL, 
DAN USAHA 
MIKRO (UMKM) 

Persentase 
wirausaha 
pemula yang 
diberdayakan 

20% 24,79% 123,95% 

 
 
 
 
 
 
2 

Meningkatnya 
kontribusi 
sektor 
ekonom1 
unggulan ( 
RPJMD hal VI -
751 ) 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
SARANA 
DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN 

Persentase 
sarana distribusi 
perdagangan 
dalam kondisi 
baik 

55% 85,71% 156% 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
EKSPOR 

Nilai ekspor 
(US$) 

2.707.000 2.502.700 92,45% 

PROGRAM 
STANDARDISASI 
DAN 
PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 

Persentase alat-
alat ukur, takar, 
timbang dan 
perlengkapannya 
(UTTP) bertanda 
tera sah yang 
berlaku 

98.99% 99,05 100,06 

PROGRAM 
STABILISASI 
HARGA BARANG 
KEBUTUHAN 
POKOK DAN 
BARANG 
PENTING 

Persentase 
koefisien variasi 
harga antar 
waktu 

8 0,72 9% 

PROGRAM 
PERENCANAAN 
DAN 
PEMBANGUNAN 
INDUSTRI 

Pertambahan 
jumlah industri 
kecil dan 
menengah 

1,99% 8,55% 429,64% 

 
      
3 

Menciptakan 
birokrasi yang 
bersih dan 
akuntabel 
akuntabel ( 
RPJMD hal VI - 
747 ) 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN / 
KOTA 

Persentase 
terlaksananya 
pelayanan 
kantor , 
pengelolaan 
keuangan , 
perencanaan 
dan evaluasi 
capaian kinerja 
sesuai dengan 
peraturan 
perundangan - 
undangan yang 
berlaku 

93% 100% 108% 
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Penjelasan : 

 

a. Sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro 

dengan indikator kinerja presentase pertumbuhan UMKM tingkat capaian sebesar 62% di 

dukung dengan program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan tingkat 

capaian program sebesar 123,95%, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan 

tingkat capaian 146,91% dan program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian capaian 

179,56%. 

b. Sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan dengan 

indikator kinerja Persentase kontribusi PDRB sektor Industri pengolahan tingkat capaian 

99,70 % di dukung dengan program Pengembangan Ekspor dengan tingkat capaian sebesar 

106,84% , Program Pembangunan Sarana distribusi perdagangan dengan tingkat capaian 

sebesar 98,52% , Program Perencanaan pembangunan industry dengan tingkat capaian 

sebesar 442,00%, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan tingkat 

capaian sebesar 107,53% 

 

3.3 Realisasi Anggaran 

 

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai 

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 3. 8 

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025 
 

   

N

O 

Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja        Target Realisasi % Capaian Anggaran Realisasi % Capaian Rp % 

 

Pengendalian dan 

pengawasan Harga dan 
stok barang kebutuhan 

pokok dan barang penting 

Persentase 

barang 

kebutuhan 
pokok dan 

barang penting 

yang harga dan 

stoknya stabil 

 
85,00 

 
86,96 

 
101,7 

 
98.873.000 

 
93.999.000 

 
95,07 4.874.000 

 
4,93 

 

Meningkatkan kinerja 

perdagangan daerah 

Persentase 

pertumbuhan 
volume 
perdagangan 
daerah 

 
11,72 

 
-4,53 

 
-38,65 

 
6.490.082.290 

 
6.097.477.442 

 
93,95 

 
392.604.848 

 
6,05 

 
Pertumbuhan nilai 
produksi IKM 

Prosentase 
pertumbuhan 
nilai 
produksi IKM 

 

4,45 

 

4,28 

 

96,17 

 

1.488.798.150 

 

1.392.040.751 

 

106,95 

 

96.757.399 

 

6,49 

 
Pertumbuhan usaha 

koperasi 

Peningkatan 

volume usaha 

koperasi 

 

45.000.000.000 

 

259.628.670.311 

 

576,95 

 

47.787.100 

 

45.763.550 

 

95,76 2.023.550 
 

4,24 

 
Meningkatkan daya saing 

usaha mikro 

Persentase 

usaha mikro 

yang meningkat 
kapasitasnya 

22,5 27,12 120,5 810.618.860 753.650.766 92,97 
56.968.094 

7,03 

  

Terciptanya birokrasi yang 

bersih dan akuntabel 

 

Nilai SAKIP 

OPD 
82 90,15 109,9 11.806.915.788 10.593.100.669 89,71 1.213.815.119 10,29 
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Penjelasan : 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran di Dinas Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang pada tahun 2025 realisasi 

anggaran mencapai Rp. 18.976.032.178,00 dari total anggaran Rp. 20.743.075.188,00 

atau 91,48% terdapat sisa anggaran Rp. 1.767.043.010,00. Sisa anggaran ini yang 

terbesar pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang hanya terealisasi 

sebesar 87,00% dikarenakan adanya beberapa ASN di lingkungan Dinas Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro yang purna tugas. 

Meskipun tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 91,48% secara keseluruhan 

belum dapat dikatakan efisien dikarenakan terdapat beberapa sasaran perangkat daerah 

yang tingkat capaian nya rendah yaitu: 

a. sasaran meningkatnya kinerja perdagangan daerah dengan indikator kinerja 

Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah yang hanya mencapai 

35,71%. 

b. Sasaran Pertumbuhan usaha koperasi dengan indikator kinerja Peningkatan 

volume usaha koperasi yang hanya mencapai 66,37% 

 

3.4 Inovasi 

 

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk 

bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus 

dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal inilah yang memicu 

terwujudnya inovasi untuk kemudahan pelayanan kepada Masyarakat. Inovasi yang 

telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja dan telah dilakukan penilaian 

instansi terkait ( Bapperida ) sebagai salah satu faktor yang dijadikan penilaian dalam 

smart magelang antara lain adalah : 

 

1) IKM Soyo Sae-Full (IKM Semakin Baik melalui Fasilitasi Usaha Lebih Lengkap) 

Kota Magelang sebagai salah satu wilayah yang menunjang kawasan 

destinasi utama (key tourism area) Borobudur memerlukan IKM Center untuk 

memfasilitasi wisatawan dalam berbelanja oleh-oleh.  Inovasi ini diharapkan 

dapat menjadi ruang aman bagi IKM untuk menguji produk dan layanan sebagai 

langkah awal untuk menuju pasar yang lebih luas. Selain itu IKM Center dapat 

menjadi sebuah inkubator bisnis bagi para pelaku usaha dalam melakukan 

inovasi produk, membantu menentukan desain produk dan kemasan, membantu 

perihal sertifikasi halal, sertifikasi TKDN dan informasi nilai gizi. 
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Gambar 2. 1  

Fasilitasi Pelaku Usaha di IKM Center Kota Magelang 

(Nilai kematangan inovasi 104) 

 

 

2) Inovasi Sipdoku (Arsip Dokumen Keuangan) 

Arsip dokumen keuangan yang masih disimpan dalam bentuk fisik 

memerlukan ruang penyimpanan yang besar dan seringkali membutuhkan waktu 

lama dalam mencari dokumen sehingga menyebabkan kurang efisien dalam 

mengakses arsip. Inovasi “SIPDOKU” ini menjadikan lebih mudah dan cepat 

dalam mencari arsip dokumen keuangan, karena hanya dengan membuka “Sip 

Doku” diketahui letak penyimpanan dokumen keuangan tersimpan. Selain itu 

Sipdoku dapat diakses di mana saja dan kapan saja karena berbasis online atau 

smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 

 Penggunaan Aplikasi Sipdoku  

(Nilai kematangan inovasi 101) 
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3) Inovasi Jebul Sipeni 

“JEBUL SIPENI” (Jemput Bola Fasilitasi Pengurusan NIB) 

memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, terutama bagi yang kurang 

familiar dengan proses perizinan dan birokrasi sehingga pengurusan NIB lebih 

mudah diakses melalui layanan langsung dari pendamping UMKM. Melalui 

mekanisme “JEBUL SIPENI”, pelaku usaha tidak lagi harus menunggu lama 

dikarenakan pendamping UMKM turun langsung untuk memberikan 

pendampingan pengurusan proses administrasi melalui OSS dan dapat 

mempercepat penerbitan NIB. Dengan adanya inovasi “JEBUL SIPENI”, 

UMKM dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan akses langsung ke 

layanan NIB. 

 

 

Gambar 2. 3 

Pendampingan Pelaku Usaha 

                                                   (Nilai kematangan inovasi 102) 

 

 

4) Inovasi E-Retribusi Pasar Kebonpolo 

Pasar menjadi salah satu penyumbang retribusi terbanyak dalam 

mendukung Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, hal tersebut menjadi 

perhatian khusus pemerintah kota dalam memaksimalkan pendapatan retribusi 

dari pasar. Pengelolaan retribusi Pasar Kebonpolo awalnya dilaksanakan secara 

manual dengan menggunakan karcis atau dokumen fisik. Sistem manual ini 

sering kali menyebabkan ketidakakuratan pencatatan, kehilangan data, serta 

potensi kebocoran pendapatan. Selain itu, proses manual membutuhkan waktu 

yang lama untuk rekapitulasi dan pelaporan.  

 

Inovasi E-Retribusi Pasar Kebonpolo memberikan Kemudahan 

transaksi, karena pedagang pasar tidak perlu membawa uang tunai untuk 
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membayar retribusi. Pembayaran dapat dilakukan secara online yang lebih 

praktis dan cepat.  Inovasi E-Retribusi pasar tidak hanya memberikan 

kemudahan bagi pedagang, tetapi juga mambantu pengelola pasar dalam 

meningkatkan efisiensi dan tranparansi pengelolaan keuangan.  

 

 

Gambar 2. 4  

Penarikan E-Retribusi Pasar 

(Nilai kematangan inovasi 105) 

 

 

3.5 Lintas Sektor 

 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kota Magelang 

yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan 

masyarakat maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Magelang sebagaimana mandat kinerja dan peta proses bisnis di Bab I, kolaboratif 

Lintas Sektor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Magelang untuk peningkatan ekonomi dengan stake holder adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 

Inventarisasi Lintas Sektor Perangkat Daerah 
 

No 
 

 
Kegiatan 

Lintas 

Sektor 

Kotribusi Para Pihak Output dan Kelompok 

Sasaran 

Manfaat Bagi 

OPD dan 

Manfaat Bagi 

Kelompok 

Sasaran 

Pihak Kontribusi 
Keluaran 

Kelompok 

Sasaran 

1 Peningkatan 

Daya Beli 

Masyakat 

OPD Pemantauan 

harga dan 

ketersediaan 

barang pokok dan 
barang pentng 

Update 

fluktuasi 

harga barang 

kebutuhan 

pokok dan 
penting 

Instansi 

vertikal , 

pedagang , 

konsumen 

Bagi OPD : Dasar 

pengambilan 

kebijakan 
operasi pasar 

  Legeslatif Regulasi Bagi Kelompok 

masyarakat : 

Tersedianya 

barang kebutuhan 

pokok dan 

penting yang 

harga dan 

stoknya stabil 

  Akademisi 

/ 

Profesional 

Hasil kajian dan 

konsultasi 

  Organisasi 

masyarakat 

/ kelmpok 
masyarakat 

Informasi harga 

barang kebutuhan 

pokok dan 
penting 

  Media Informasi harga 

barang kebutuhan 

pokok dan 
penting 

2 Peningkatan 

Kontribusi 

sektor 

unggulan 

OPD Menyediakan 

sarana dan 

prasarana 

distribusi 

perdagangan 

dalam kondisi 

baik 

Menigkatnya 

kinerja 

perdagangan 

daerah 

Pelaku usaha 

industri kecil , 

pedagang 

pasar, 

pedagang 

sentra kuliner 

OPD : 

Meningkatkan 

kontribusi PDRB 

sektor 

perdagangan dan 

industri 
pengolahan 

   Meningkatkan 

SDM pelaku 

idustri kecil 

Meningkat 

nya nilai 

produksi dan 

omzet 

pelaku usaha 

industri 
kecil 

 Kelompok 

masyarakat : 

Meningkatnya 

kapasitas SDM 

pelaku usaha dan 

peningkatan 

omzet,mengurangi 

angka 

pengangguran 
  Legislatif Regulasi   

  Akademisi / 
Profesional 

Narasumber , 
informasi 

  

  Organisasi 

masyarakat 

/ kelompok 

masyarakat 

Informasi   

  Media Layanan 

penyampaian 

informasi 

  

 Peningkat 

an 

Pertumbu 

han indutri 

kreatif dan 

Usaha 

Mikro 

 

OPD Pelatihan SDM 

Pengelola koperasi 

dan pengawasan / 

penilaian 

operasional 

koperasi 

Meningkat nya 

kapasitas 

pengelola 

koperasi 

Anggota 

koperasi 

Koperasi 

berkualitas , 

meningkatnya 

volume usaha 

koperasi 

   Pendampingan dan 

pelatihan bagi 

pelaku usaha mikro 

Meningkat 

nya kapasitas 

SD pelaku 

usaha 

Mikro 

Pelaku usaha 

mikrro 

Meningkatny a 

omzet pelaku usaha 

mikro 

  Legislatif Regulasi   
 

  Akademisi 

/ 

Narasumber , 

informasi 
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Profesional 

  Organisasi 

masyarakat 

/ kelompok 

masyarakat 

informasi   
 

  Media Layanan 

penyampaian 

informasi 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

Penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Magelang pada tahun anggaran 2024, yang merupakan tahun ketiga dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Kota Magelang 2021 – 2026 

yang di jabarkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan , Perindustrian , Koperasi 

dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan 

partisipasi semua pihak, dan diharapkan dapat dipertahankan atau bahkan untuk 

ditingkatkan. Di sisi lain, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan 

didukung oleh berbagai pihak. 

 

4.1 Kesimpulan 

 

Hasil laporan kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha 

Mikro tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro 

mengimplementasikan visi Kota Magelang 2021 – 2026 yaitu “ Maju , Sehat dan Bahagia 

“ , Misi ke 2 yaitu Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dengan sasaran daerah Meningkatnya daya beli masyarakat 

dan Misi ke 4 Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM 

berbasis ekonomi kerakyatan dengan sasaran daerah Meningkatnya kontribusi sektor 

ekonomi unggulan dan Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro . 

Untuk mendukung pencapaian sasaran daerah tersebut, Dinas Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro telah menetapkan sasaran OPD dengan target 

dan realisasi tahun 2025 sebagai berikut : 

1. Sasaran Pengendalian dan pengawasan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan 

barang penting dengan indikator kinerja Persentase koefisien variasi harga antar waktu 

target kurang dari 5% realisasi 0,72% dengan tingkat capaian 100% dengan jumlah 

anggaran Rp.98.873.000,- realisasi serapan anggaran Rp.93.999.000,- atau 95,07%; 

2. Sasaran Meningkatkan kinerja perdagangan daerah dengan indikator kinerja Persentase 

pertumbuhan volume perdagangan daerah target 11,74% realisasi -4,53% dengan 

tingkat capaian -38,65% dengan jumlah anggaran Rp.6.490.082.290,- realisasi serapan 

anggaran Rp.6.097.477.442,- atau 93,95 %; 

3. Meningkatnya pemberdayaan industri melalui peningkatan nilai tambah produk IKM 

dengan indikator kinerja Prosentase pertumbuhan nilai produksi IKM target 4,45% 

dengan realisasi 4,28% dengan tingkat capaian 96% dengan jumlah anggaran Rp 

1.488.796.150,- realisasi serapan anggaran Rp.1.392.040.751,- atau 93,50%; 
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4. Sasaran Meningkatkan daya saing usaha mikro dengan indikator kinerja Persentase 

usaha mikro yang meningkat kapasitasnya target 22,50% realisasi 24,93% dengan 

tingkat capaian 111% dengan jumlah anggaran Rp.810.618.860,- realisasi serapan 

anggaran Rp.753.650.766,- atau 92,97 %; 

5. Sasaran Pertumbuhan usaha koperasi indikator kinerja Peningkatan volume usaha 

koperasi terget 45.000.000.000,- realisasi 259.628.670.311 dengan tingkat capaian 577% 

dengan jumlah anggaran Rp 47.787.100,- realisasi serapan anggaran Rp.45.763.550,- 

atau 95,76%; 

Indikator lainnya yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan/kegagalan 

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro yang dipergunakan yaitu 

capaian indikator program dengan rincian sebagai berikut : 

 

Urusan Program Indikator 
Tahun 2025 

Target Realisasi Tk 

Capaian 

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
   

1 PROGRAM 

PENGAWASAN DAN 

PEMERIKSAAN 

KOPERASI 

Persentase koperasi 

aktif yang patuh 

terhadap perundang-

undangan 

42,91 63,04 146,91 

2 PROGRAM 

PENDIDIKAN DAN 

LATIHAN 

PERKOPERASIAN 

Persentase SDM pengelola 

koperasi yang meningkat 
kapasitasnya 

26,18 47,01 179,56 

3 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

USAHA MENENGAH, 

USAHA KECIL, DAN 

USAHA MIKRO 

(UMKM) 

Persentase wirausaha 

pemula yang 

diberdayakan 

20,00 24,79 123,95 

Urusan Pilihan Bidang Perdagangan 

1 PROGRAM 

PENINGKATAN 

SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN 

Persentase sarana distribusi 

perdagangan dalam kondisi 

baik 

55 85,71 156 

2 PROGRAM 

STABILISASI HARGA 

BARANG 

KEBUTUHAN POKOK 

DAN BARANG 

PENTING 

Persentase koefisien variasi 

harga antar waktu 

8 0,72 9 

3 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKSPOR 

Nilai ekspor (US$) 2.707.000 2.502.700 92,45 

4 PROGRAM 

STANDARDISASI DAN 

PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

Persentase alat- alat ukur, 

takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP) 

bertanda tera sah yang 

berlaku 

79,17 100 126,31 

Urusan Pilihan Bidang Perindustrian     

1 PROGRAM 

PERENCANAAN DAN 

PEMBANGUNAN 
INDUSTRI 

Pertambahan jumlah 

industri kecil dan 

menengah 

1,99 8,55 429,64 



 

Berdasarkan kesimpulan diatas menggambarkan bahwa Capaian kinerja sasaran dan 

indikator pada Dinas Perdagangan di tahun 2025 ada program yang tidak mencapai target 

hanya terrealisasi sebesar 92,45 %. Dengan demikian kinerja Dinas Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2025 belum dapat dikatakan sangat baik, 

oleh karena itu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja yang tidak tercapai harus melakukan 

evaluasi dan monitoring secara rutin sehingga dapat mengetahui pemasalahan, kekurangan dan 

kelebihan sebagai pemicu tindakan selanjutnya untuk ditingkatkan. Dalam upaya melakukan 

peningkatan kinerja tersebut, maka perlu didukung oleh semua unsur antaralain SDM dan 

Sumberdaya yang handal dan memadai, managemen yang baik, administrasi terkelola baik, 

dan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan 

 

4.2 Langkah Perbaikan Kinerja 

 

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan pada capaian 

kinerja sasaran yang tidak mencapai target dan mempetahankan / meningkatkan kinerja sasaran 

yang sudah baik adalah : 

 

No 

 

Sasaran Perangkat Daerah 

 

Langkah Perbaikan Kinerja 
1 Pengendalian dan pengawasan Harga dan 

stok barang kebutuhan pokok dan barang 

penting 

Melakukan Survey harga bahan pokok dan penting secara berkala 

Melakukan Pemantauan harga secara rutin dan segera menyusun 
langkah langkah apabila terjadi inflasi harga barang pokok dan penting 
di pasaran 

2 Meningkatkan kinerja perdagangan 
daerah 

Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi UMKM, PKL dan pedagang 
pasar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk maupun 
pelayanan agar omzet dapat meningkat 

3 Pertumbuhan nilai produksi IKM 1. Sosialisasi dan pendampingan registrasi SIINas hingga pelaporan 

2. Monitoring palporan di SIINas kepada IKM yang telah terehistrasi 
dalam SIINas 

3. Sinkronisasi data dengan bidang UMKM yang melakukan pendataan 

4 Pertumbuhan usaha koperasi 1. Memberikan pendampingan kepada koperasi terkait dengan 
pengelolaan usahanya. 

2. Memberikan pemahaman kepada anggota koperasi untuk berperan 
aktif dalam mengembangkan koperasi melalui sambutan-sambutan 
yang disampaikan pada saat RAT 

5 Meningkatkan daya saing usaha mikro 1. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha pentingnya 
meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan 
kapasitas dan kompetensi diri 

  2. Selektif dalam memilih calon peserta pelatihan yang 
memang benar- benar berkeinginan untuk meningkatkatkan 
kapasitas dan kompetensinya 

6 Terciptanya birokrasi yang bersih dan 

akuntabel 

Melakukan sosialisasi internal tentang penilaian SAKIP 
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Magelang,  Januari 2026 

KEPALA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN 

KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

KOTA MAGELANG 

 

 

SYAIFULLAH, S.Sos, Msi  
NIP. 196804031995031003  
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PENETAPAN PERUBAHAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD 

 

DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN 

KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

KOTA MAGELANG 

TAHUN 2022-2026 

 

 

 
       JL. Jend. Sudirman No.285 Magelang, Telp/Fax. (0293) 362015 



 

PEMERINTAH KOTA MAGELANG 
DINAS  PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

JL. JEND. SUDIRMAN NO.285 TELP/ FAX (0293) 362015 
MAGELANG 56125 

 
 

KEPUTUSAN KEPALA  DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO KOTA MAGELANG  

 
NOMOR :  060 /  166   / 250 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  SKPD  
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI  DAN USAHA MIKRO    

KOTA MAGELANG TAHUN 2022-2026 
 

 
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA 

MIKRO KOTA MAGELANG 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam 

melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam 

rangka penerapan sistem   akuntabilitas   kinerja   

instansi   pemerintah, diperlukan  adanya  alat  ukur  

berupa  indikator  kinerja utama   dan   penjabaran   

kinerja   pada   setiap   level manajerial; 

 

b. bahwa dengan telah tercapainya Indikator Kinerja 

Utama di tahun sebelumnya serta agar target indikator 

kinerja menjadi lebih challenging ; 

 

c. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjadi 

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha 

Mikro (DPPKUM)  

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, 

Koperasi  dan Usaha Mikro Kota Magelang tentang 

Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas 

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro 

Kota Magelang Tahun 2022-2026. 

 

 

Mengingat 

 

: 

 

 

 

 

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Jawa Barat; 

 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menegah Daerah Periode 2016-2021 Kota 

Magelang; 

 

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : PER / 9 / M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang 

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 

 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata   Cara Reviu   atas   

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 

2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 

2026 ; 

 

 



   

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA 

MAGELANG TENTANG  PENETAPAN PERUBAHAN 
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN, 

PERINDUSTRIAN, KOPERASI  DAN USAHA MIKRO KOTA 
MAGELANG TAHUN 2022 - 2026  

   

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama  Dinas 
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi  dan Usaha Mikro 

Kota Magelang Tahun 2022 – 2026 dengan rincian 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 
 

KEDUA : Penetapan Perubahan Target  Indikator Kinerja Utama         
( IKU)  OPD Urusan Bidang Koperasi dan UMKM, Bidang 

Urusan Perdagangan dan Bidang Industri berpedoman 
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Magelang Tahun 2021 – 2026 ;   
 

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana 

dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan 
ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan, 

Perindustrian ,Koperasi  dan Usaha Mikro Kota Magelang 
dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan 
Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja 
Berjenjang,  menyusun Laporan Akuntabilitas Kiinerja 

Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi 
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Magelang Tahun 2021-2026; 

   
KETIGA  : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana 

dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu 

kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang 
dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas 

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi  dan Usaha Mikro  
Kota Magelang  

   
KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun 2024.  

 

 
Ditetapkan di  :  Magelang 

Pada tanggal   :  13  Mei  2024 
 

                                                      KEPALA DINAS  
                PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,KOPERASI  DAN USAHA MIKRO   
                                                    KOTA MAGELANG 

 
 

 
 

                                              SYAIFULLAH  



   

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perdagangan ,Perindustrian, Koperasi  dan Usaha Mikro Kota Magelang 

Nomor            : 060 /   166     / 250 Tahun 2024 

Tanggal    :     13       Mei 2024 

Tentang    : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi  dan Usaha Mikro  

                              Kota Magelang Tahun 2022 – 2026 

 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 
Kondisi Awal 
Tahun 2021 

Target Kinerja Pada Tahun  

2022 2023 
2024 2025 2026 

Sbl Perubahan Stl Perubahan Sbl Perubahan Stl Perubahan Sbl Perubahan Stl Perubahan 

1 Meningkatnya 
kontribusi sector 
ekonomi unggulan 

    Persentase 
kontribusi PDRB 
Sektor industri 
pengolahan 

16,13% 16,14% 16,15% 16,16% 16,50% 16,17%  16,55% 16,18% 16,60%  

  

      Persentase 
kontribusi PDRB 
Sektor 
perdagangan 

14,94% 13,65% 13,66% 13,67% 14,10% 13,68% 14,15%  13,69% 14,30%  

  

  1.1 Meningkatkan 
pemberdayaan 
industri melalui 
peningkatan nilai 
tambah produk 
IKM 

Persentase 
pertumbuhan 
nilai produksi 
IKM 

3,20% 3,30% 3,40% 3,50% 4,40% 3,70% 4,45 %  4,00% 4,50 %  

  

  1.2 Meningkatkan 
kinerja 
perdagangan 
daerah 

Persentase 
pertumbuhan 
volume 
perdagangan 
daerah 

-19,98% 10% 11,36% 11,43% 14% 11,72% 14,10 %  12,13% 14,20 %  

2 Meningkatnya daya 
beli masyarakat 

  Pengeluaran per 
kapita yang 
disesuaikan 

12.450.000 12.565.000 12.705.000 12.846.000 13.200.000 12.987.000 13.250.000  13.127.000 13.300.000  

  

  2.1 Pengendalian dan 
pengawasan Harga 
dan stok barang 
kebutuhan pokok 
dan barang 
penting 

Persentase 
barang 
kebutuhan pokok 
dan barang 
penting yang 
harga dan 
stoknya stabil 

65,57% 65,57% 65,57% 65,57% 85% 65,57%  85,5 % 65,57% 86,00%  



   

3 Meningkatnya 
pertumbuhan 
industri kreatif dan 
usaha mikro 

  Persentase 
pertumbuhan 
UMKM 

3% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,65 %  4,50 % 4,75 % 

  

  3.1 Meningkatkan 
daya saing usaha 
mikro 

Persentase 
pelaku usaha 
mikro yang 
meningkat 
kapasitasnya 

3,50% 3,57% 3,92% 4,21% 20,45% 4,62% 22,50 %  4,73% 25,00 %  

  
  3.2 Pertumbuhan 

usaha koperasi 
Peningkatan 
volume usaha 
koperasi 

41,227,671,003 41,928,541,411 42,895,483,280 43,939,758,280 66.400.000.000 44,065,748,585 66.500.000.000  45,278,072,095 66.600.000.000  

4 Terwujudnya 
birokrasi yang 
responsif , 
akuntabel dan 
inovatif 

  Persentase 
tingkat kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan OP 

65% 70% 75% 80% 92% 85% 93 %  90%  95 % 

    4.1 Terciptanya 
birokrasi yang 
bersih dan 
akuntabel 

Nilai SAKIP OPD 75 78 80 82 82 85  85 87 87  



  

 

No Tujuan / Sasaran strategis Indikator Kinerja Satuan Definisi Operasional 
Penjelasan Formulasi / Rumus 

Perhitungan 
Sumber Data 

1 Meningkatnya kontribusi sector 
ekonomi unggulan 

Persentase kontribusi PDRB Sektor 
industri pengolahan 

% PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa sektor 
industri pengolahan yang dihasilkan disuatu wilayah atau 
daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun 

PDRB sector industri pengolahan                                      
---------------------------------x 100%       Total 
PDRB 

BPS 

    Persentase kontribusi PDRB Sektor 
perdagangan 

  PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa sektor 
perdagangan yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah 
dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun 

PDRB sector perdagangan                                                
---------------------------------x 100%     Total 
PDRB 

BPS 

2 Meningkatkan pemberdayaan 
industri melalui peningkatan nilai 
tambah produk IKM 

Persentase pertumbuhan nilai 
produksi IKM 

% Nilai produksi adalah nilai dari komoditas yang dihasilkan oleh 
sektor produksi, biasanya merupakan hasil perkalian dari 
kuantitas produksi dengan harga per unit komoditas tersebut 

Nilia produksi IKM n – Nilia produksi IKM 
tahun n-1                                                                                            
-----------------------------x 100%                                                
Nilai IKM tahun n-1 

Hasil pendataan bidang 
industri 

3 Meningkatkan kinerja perdagangan 
daerah 

Persentase pertumbuhan volume 
perdagangan daerah 

% Volume Perdagangan adalah jumlah nilai transaksi 
perdagangan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu 
tertentu biasanya satu tahu 

n disuatu wilayah atau daerah dalam jangka 
waktu tertentu biasanya satu tahun Volume 
perdaganga tahun n – volume perdagangan 
tahun n-1                                                -----------
---------------------------x 100% Volume 
perdagangan tahun n-1 

Hasil pendataan bidang 
Pasar , Bidang Perdaggangan 
dan Bidang Koperasi Usaha 
Mikro 

4 Meningkatnya daya beli 
masyarakat 

Pengeluaran per kapita yang 
disesuaikan 

Rp Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi 
dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah 
disesuaikan dengan paritas daya beli 

BPS BPS 

5 Pengendalian dan pengawasan 
Harga dan stok barang kebutuhan 
pokok dan barang penting 

Persentase barang kebutuhan 
pokok dan barang penting yang 
harga dan stoknya stabil 

% Barang kebutuhan Pokok terdiri dari : Barang kebutuhan pokok 
hasil pertanian : beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, 
cabe, dan barang merah. Barang kebutuhan pokok hasil 
industry : gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Bahan 
kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan : daging sapi, 
daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, 
kembung dan tongkol/tuna/cakalang. Barang Penting : Benih 
yaitu benih padi, jagung, kedelai. Pupuk. Gas elpiji 3 kilogram. 
Triplek. Semen. Besi baja konstruksi. Baja ringan 

Jumlah barang kebutuhan pokok dan berang 
penting yang harga dan stoknya stabil                                                                                            
-----------.------------------------------x 100%              
Jumlah barang kebutuhan dan barang 
penting 

Laporan hasil surey 
bapokting 

6 Meningkatnya pertumbuhan 
industri kreatif dan usaha mikro 

Persentase pertumbuhan UMKM % Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau 
badan usaha milik perorangan. Kriteria usaha mikro adalah 
memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 selain tanah 
dan bangunan. Kriteria lain adalah hasil penjualan tahunan tak 
melebihi Rp300.000.000 

Jumlah UMKM tahun n – jumlah UMKM 
tahun n-1                                                                                           
---------------------------------x 100%             
Jumlah UMKM tahun n-1 

 Hasil pendataan bidang 
Koperasi dan Usaha Mikro  



  

 

        Usaha kecil adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau 
badan usaha milik perorangan. Kriteria usaha mikro adalah 
memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.500.000.000 - 
Rp.10.000.000.000 selain tanah dan bangunan. Kriteria lain 
adalah hasil penjualan tahunan tak melebihi Rp.2.500.000.000 - 
Rp.50.000.000.000 

    

        Usaha menengah  adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan 
atau badan usaha milik perorangan. Kriteria usaha mikro 
adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000  - 
Rp.500.000.000 selain tanah dan bangunan. Kriteria lain adalah 
hasil penjualan tahunan tak melebihi Rp300.000.000 - 
Rp.2.500.000.000 

    

7 Meningkatkan daya saing usaha 
mikro 

Persentase pelaku usaha mikro 
yang meningkat kapasitasnya 

% Usaha mikro yang meningkat kapasitasnya adalah Usaha Mikro 
yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan 

Jumlah pelaku usaha mikro yang telah 
mengikuti pelatihan kewirausahaan                                
------------------------------------- x 100% Jumlah 
pelaku usaha mikro yang ada 

 Hasil pendataan bidang 
Koperasi dan Usaha Mikro  

8 Pertumbuhan usaha koperasi Peningkatan volume usaha 
koperasi 

Rp Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan 
dari barang dan jasa pada suatu periode dalam jangka waktu 
tertentu biasanya 1 tahun 

Total nilai volume usaha koperasi tahun n - 
Total volume usaha koperasi tahun n-1  

 Hasil pendataan bidang 
Koperasi dan Usaha Mikro  

9 Terwujudnya birokrasi yang 
responsif , akuntabel dan inovatif 

Persentase tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan 
OP 

% SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah ) adalah 
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas , alat dan prosedur 
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran , 
pengumpulan data , pengklasifikasian , pengikhtisaran dan 
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah 

Hasil survey tingkat kepuasan 
masyarakat 

Hasil survey kepuasan 
masyarakat pada pelayanan 
Dispeindag 

10 Terciptanya birokrasi yang bersih 
dan akuntabel 

Nilai SAKIP OPD angka Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian 
masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada 
aparatur penyelenggara pelayanan publi 

Hasil evaluasi SAKIP dari Instansi Terkait LHE Sakip dari Inspektorat 
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